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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat,
taufik, dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya Tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun
2022 disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas Kkinerja
pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan
merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini
memuat tentang analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja
indikator sasaran dan tujuan dalam mendukung tercapainya visi dan misi Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya.

Laporan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasinya sesuai dengan visi, misi,
tujuan, sasaran, program, dan kebijakan yang telah ditetapkan demi terwujudnya pemerintahan
yang baik dan bersih (good governance and clean governance).

Akhirnya, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, semoga laporan
ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui
kontribusinya dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan lebih
berorientasi pada pelayanan bagi masyarakat. Semoga Allah SWT tetap melimpahkan karunia-

Nya kepada kita semua. Aamiin.

Surabaya, 22 Februari 2023

3ahruddin Muhammad S.H., M.H.
NIP195705021981031006




PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
TAHUN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya Tahun 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang
dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan

secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan

dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Surabaya, 22 Februari 2023

Pereviu | Pereviu Il

rs. Saherudin) (Drs. H. Sarmin, M.H.)
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasan
kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam
melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) 2021-2024. Seluruh program kerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana
Strategi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2021 - 2024,
Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja secara
konsisten dan berkesinambungan.

Visi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengacu pada visi Mahkamah Agung R.I, yaitu
“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya” dengan mengemban 4 (empat) misi, antara
lain: (1) Menjaga kemandirian badan peradilan; (2) Memberikan pelayanan hukum yang
berkeadilan kepada pencari keadilan; (3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan
peradilan; dan (4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah
menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis yang ingin dicapai pada 2021-2024, yaitu: (1) Terwujudnya
kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti,
transparan, dan akuntabel: (2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara; dan
(3) Peningkatan manajemen peradilan agama yang bermutu.

Secara umum, rincian capaian kinerja masing-masing indikator setiap sasaran strategis pada
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun 2022 dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1 Rincian Capaian Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 98% 98,48% 100,48%
(518 perkara)
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 63% 64,06% 101,68%
hukum kasasi (337 perkara)
Index persepsi stakeholder yang puas terhadap 94% 98,78% 105,08%
layanan peradilan

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 1 102,41%
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SASARAN STRATEGIS 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
pengadilan pengaju tepat waktu (526 perkara)
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 2 100%

SASARAN STRATEGIS 3
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang Bermutu

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

Persentase hasil pembinaan dan pengawasan yang 100% 100% 100%

ditindaklanjuti

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100% 100% 100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 3 100%

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KESELURUHAN 100,80%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) sasaran kegiatan terdapat
6 (lima) indikator kegiatan sasaran yang telah mencapai target, antara lain pada pencapaian: (1)
persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; (2) index persepsi stakeholder yang puas
terhadap layanan peradilan; (3) persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju
tepat waktu; (4) persentase hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti; (5)
persentase pengaduan yang ditindaklanjuti, dan (6) persentase pengaduan yang ditindaklanjuti,

sehingga rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebesar 100,80%.
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BAB I PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi merupakan hasil yang
diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas. Untuk itu perlu adanya
pengukuran pada tiap sasaran strategis sehingga bisa diperoleh gambaran progres kerja
yang mencerminkan kinerja lembaga. Pada tahap akhir dari rangkaian proses kerja adalah
pendokumentasian sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban yang kemudian dievaluasi
secara komprehensif untuk memberikan umpan balik pada perencanaan kinerja tahun
berikutnya.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peningkatan kinerja instansi
pemerintah melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance)
merupakan faktor penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Langkah untuk
mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan
yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan
rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan
penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, dan pelaporan kinerja
pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja
instansi pemerintah.

Dalam mewujudkan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah
berupaya meningkatkan kualitas SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja
lembaga peradilan yang baik dan dipercaya. Sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas
kinerja adalah menjadikan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akuntabel dalam
melaksanakan aktivitas, responsif, transparan, dan dipercaya masyarakat dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun 2022 disusun sebagai
bentuk pertanggung jawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi sepanjang tahun 2022
dalam rangka mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja tahun 2022, serta sebagai umpan balik guna perbaikan kinerja Pengadilan

Tinggi Agama Surabaya di tahun yang akan datang.
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B. TUGAS DAN FUNGSI
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka kedudukan, tugas
dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah
sebagai berikut:
1. KEDUDUKAN
Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi
rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di
lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan
Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung R.I. sebagai Pengadilan Negara
tertinggi.
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (tanggal 31 Desember
1989), di Jawa Timur telah ada 36 Pengadilan Agama dan 1 Pengadilan Tinggi Agama.
Kemudian sejak tanggal 1 November 1996 bertambah satu Pengadilan Agama, yakni
Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden
R.I. Nomor 85 Tahun 1996, sehingga seluruhnya berjumlah 37 Pengadilan Agama dan 1
Pengadilan Tinggi Agama.

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGADILAN AGAMA
Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan,
wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf, zakat, infagq,
dan shadaqgah serta ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa tugas pokok Pengadilan Tinggi Agama
sebagali judicial power, antara lain:
a. Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi
kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding (pasal 51 ayat 1);
b. Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat
pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di

daerah hukumnya (pasal 51 ayat 2).
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Disamping tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama
mempunyai fungsi, sebagai berikut:
a. Fungsi mengadili (judicial power)
yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan
Pengadilan Agama dalam tingkat banding dan berwenang mengadili di tingkat
pertama dan terakhir “sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama
di daerah hukumnya (vide pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
b. Fungsi pembinaan
yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada jajaran
Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik
yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan,
keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009).
c. Fungsi pengawasan
yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku
Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di
derah hukumnya, serta terhadap jalannya peradilan di tingkat pertama agar
peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: pasal 53 ayat (1)
dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
d. Fungsinasihat
yaitu memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada
instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (vide: pasal 52 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
e. Fungsi administrasi
yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian
serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan
administrasi peradilan.
f.  Fungsilainnya
yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian, pelayanan
publik, dan sebagainya (vide: Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor
KMA/004/SK/11/1991, Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 144 Tahun
2007).
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STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja, sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 105 ayat 2. Sementara susunan organisasi dan

tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan diatur dalam Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Adapun struktur organisasi Pengadilan Tinggi

Agama Surabaya dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1.
2.
3.

Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua;

Hakim Tinggi, yaitu pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman;
Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera dan Kesekretariatan yang dipimpin oleh
Sekretaris;

Panitera dibantu oleh Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Banding serta Panitera
Pengganti;

Sekretaris dibantu oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dan Kepala
Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran,
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, Kepala Bagian Keuangan dan
Pelaporan, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Berikut merupakan bagan struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya:

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

NI EN CADIIANTINERING AMAISIRA BN
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D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya, Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan terkait pencapaian Kinerja
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sepanjang tahun 2022. Capaian kinerja (performance
results) tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja
yang telah dituangkan dalam penetapan kinerja (performance agreement), maka penetapan
kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan
organisasi di tahun 2022.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan
diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di
masa datang. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan - menjelaskan secara singkat latar belakang, kedudukan, tugas
pokok dan fungsi, serta struktur organisasi;

2. Bab Il Perencanaan Kinerja - menjelaskan secara ringkas rencana strategis Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020 - 2024 dan Penetapan Kinerja 2022;

3. Bab IIl Akuntabilitas Kinerja - menjelaskan analisis arah kebijakan dan strategi,
pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dikaitkan dengan
pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis di tahun 2022 dan
uraian realiasasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudknan kinerja
organisasi;

4. Bab IV Penutup - menjelaskan simpulan menyeluruh atas capaian kinerja organisasi
serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan
kinerjanya;

5. Lampiran.
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BAB Il PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok
ukur kinerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi peradilan yang diselaraskan dengan
arah kebijakan dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035 Mahkamah Agung
Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan Rencana Strategis
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 2020 - 2024.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 2020 - 2024 ditetapkan sebagai
dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan
pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya dalam pencapaian visi, misi, serta tujuan organisasi pada 2020 - 2024.

Perencanaan jangka menengah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berisi tentang
gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun
oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya beserta dengan strategi yang akan dilakukan guna
mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran yang diamanahkan. Dalam
membangun organisasi, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah menetapkan visi dan misi
ke depan sebagai acuan dalam melaksanakan rencana dan program kegiatan.

1. Visidan Misi
a. Visi
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan
yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya. Visi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengacu kepada visi
Mahkamah Agung R.I. yang berhasil dirumuskan saat Rakernas Mahkamah Agung
pada tanggal 10 September 2009 dan masih ditetapkan pada Rakernas berikutnya.

Adapun visi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang Agung”

b. Misi
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi
yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terwujud dengan baik. Untuk
memperjelas upaya pencapaian visi seperti yang sudah tersebut di atas, Pengadilan
Agama Surabaya menguraikannya menjadi 4 (empat) misi, antara lain:
1) Menjaga kemandirian badan peradilan;
2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
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2.

4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Tujuan dan Sasaran Strategis

a.

Tujuan
Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu sampai 1
(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang ditetapkan mengacu pada
apa yang tertuang dalam visi dam misi Pengadilan Tinggi Agama Surbaya.
Berangkat dari visi dan misi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai
5 (lima) tahun, sebagai berikut:
1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui
proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;

3) Terwujudnya manajemen peradilan agama yang bermutu.

Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu dicapai
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dari tahun 2020-2024. Berdasarkan
tujuan strategis tersebut, sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, sebagai berikut:

1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3) Peningkatan manajemen peradilan agama yang bermutu.

Masing-masing sasaran strategis kemudian dinyatakan dalam suatu indikator
kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu.
Indikator kinerja digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran strategis
dalam pencapaian tujuan. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah menetapkan

indikator kinerja yang dapat disajikan dalam tabel berikut:
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Tabel 2 Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

TUJUAN STRATEGIS
Terwujudnya kepercayaan

masyarakat terhadap sistem

SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya proses peradilan

yang pasti, transparan, dan

. Persentase

INDIKATOR KINERJA

perkara

yang

diselesaikan tepat waktu

peradilan melalui Peradilan | akuntabel . Persentase perkara yang tidak
Yang Pasti, Transparan dan mengajukan upaya hukum kasasi
Akuntabel Index persepsi stakeholder yang
puas terhadap layanan peradilan.
Peningkatan efektivitas | Peningkatan efektivitas Persentase salinan putusan
pengelolaan penyelesaian | pengelolaan penyelesaian perkara perdata yang dikirim ke
perkara perkara Pengadilan Agama Pengaju tepat
waktu
Terwujudnya manajemen | Peningkatan manajemen | a. Persentase hasil pembinaan dan

peradilan agama yang bermutu

peradilan agama yang bermutu

. Persentase

pengawasan yang ditindaklanjuti
pengaduan yang

ditindaklanjuti

3. Program Utama dan dan Sasaran

a. Program Utama

Untuk mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya melaksanakan 2 (dua) rincian program utama dan kegiatan pokok,

sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal

penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan pembinaan serta

pengawasan yang berkualitas.

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

diselenggarakan dalam rangka mencapai

sasaran strategis,

yaitu

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya operasional

perkantoran dengan balik dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan dan

penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanaan peradilan.
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Penjelasan lebih lanjut terkait dengan program utama dan kegiatan pokok
dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:
Tabel 3 Program Utama dan Kegiatan Pokok Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
\(0) PROGRAM KEGIATAN POKOK ‘

1 | Program Peningkatan = Manajemen | a. Penyelesaian perkara banding

Peradilan Agama b. Penyelesaian sisa perkara banding

c. Penelitian berkas perkara banding
disampaikan secara lengkap dan tepat

waktu

o

. Registrasi dan pendistribusian berkas
perkara banding ke Majelis Hakim yang
tepat waktu

®

Publikasi dan transparansi proses

penyelesaian putusan banding

=N

Pemanfaatan Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) secara

terukur dan akuntabel

g. Pembinaan dan pengawasan ke

Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan

Tinggi Agama Surabaya
2 | Program Dukungan Manajemen dan | a. Pelaksanaan pembinaan teknis yudisial
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan non yudisial
Mahkamah Agung b. Penyediaan kebutuhan operasional

terkait penyelesaian perkara dan
pelayanan informasi Pengadilan ke
publik

(@]

. Meningkatkan pengelolaan layanan

sistem informasi terintegrasi

o

Pengadaan sarana dan prasarana di
lingkungan Pengadilan Tingkat Banding
dan Tingkat Pertama dalam mendukung
pelayanan peradilan, terutama dalam hal
penyediaan sarana dan prasarana yang
memudahkan para pencari keadilan

dalam menerima layanan informasi
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NO

PROGRAM KEGIATAN POKOK ‘
perkara secara pasti, transparan, dan
akuntabel melalui penyediaan sistem
informasi berbasis web maupun secara
langsung (melalui meja informasi

Pengadilan)

Sasaran

Adapun sasaran program ini merupakan turunan dari 3 (tiga) sasaran strategis,

yaitu:

1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;

2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, dengan indikator
kinerja;

3) Peningkatan manajemen peradilan agama yang bermutu.
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MATRIKS REVIU KE-1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA TAHUN 2022

Visi
Misi

: Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang Agung

: 1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Tabel 4 Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2022

TUJUAN

TARGET

NO

URAIAN

Terwujudnya
kepercayaan
masyarakat
terhadap
sistem
peradilan
melalui
proses
peradilan
yang pasti,
transparan
dan
akuntabel

INDIKATOR
KINERJA

JANGKA
MENENGAH
(%)

Persentase 98
perkara yang
diselesaikan

tepat waktu

Persentase 63

perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum
kasasi

SASARAN TARGET (%) STRATEGIS
INDIKATOR 20 22 20 INDIKATOR ORGANISASI
URAIAN KINERJA 22 23 24 R KEGIATAN PELAKSANA
Terwujudny | Persentase 97 | 97 97 98 98 | Program Peningkatan | - Jumlah  perkara | Kepaniteraan
a proses | perkara yang Penegakan Manajemen yang diselesaikan
Peradilan diselesaikan dan Peradilan tepat waktu
yang pasti, tepat waktu Pelayanan Agama - Berkurangnya
transpar Hukum jumlah sisa
an dan perkara di akhir
akuntabel tahun
Persentase 75 | 75 63 63 63 | Program Peningkatan | - Berkurangnya Kepaniteraan
perkara yang Penegakan Manajemen jumlah  perkara
tidak dan Peradilan yang mengajukan
mengajukan Pelayanan Agama upaya hukum
upaya hukum Hukum kasasi
kasasi - Meningkatnya
kepercayaan
masyarakat
terhadap proses
peradilan
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TUJUAN

TARGET SASARAN
JANGKA
MENENGAH

(%)

NO INDIKATOR

URAIAN KINERJA URAJAN

Index
persepsi
stakeholder
yang puas
terhadap
layanan
peradilan

100

TARGET (%) STRATEGIS
INDIKATOR | 20 | 20 22 20 20 INDIKATOR ORGANISASI
KINERJA 21 22 23 24 e KEGIATAN PELAKSANA
- Jumlah
pelaksanaan
Bimtek Tenaga
Teknis
- Jumlah aparatur
pengadilan  yang
kompeten di
bidang hukum
- Optimalisasi
aplikasi SIPP
Index 90 | 93 93 94 95 | Program Peningkatan | - Nilai index survei
persepsi Manajemen | Manajemen persepsi layanan
stakeholder Peradilan Peradilan meningkat
yang puas Agama Agama - Jumlah laporan
terhadap tindak lanjut hasil
layanan survei
peradilan Program Pembinaan - Jumlah Kepaniteraan
Dukungan Administrasi pengaduan yang dan
Manajemen | dan ditindaklanjuti Kesekretaria
Pengelolaan | - Terselenggaranya tan
Keuangan bimbingan
Badan kompetensi
Urusan tenaga teknis
Administrasi peradilan agama
Pengadaan - Jumlah
Sarana dan pengadaan
Prasarana di sarana dan
Lingkungan prasarana
Mahkamah - Terselenggaranya
Agung pembinaan dan
pengawasan
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TUJUAN TARGET SASARAN TARGET (%) STRATEGIS
JANGKA
\[0) INDIKATOR INDIKATOR | 20 | 20 22 20 20 INDIKATOR ORGANISASI
URAIAN KINERJA MEI\I(E/I:)GAH URAIAN KINERJA 21 22 23 24 e KEGIATAN PELAKSANA
adminitrasi dan
teknis  yustisial
serta
pemantauan
layanan peradilan
2 Peningkatan | Persentase 100 Peningkata | Persentase 100 | 100 | 100 100 | 100 | Program Peningkatan | - Jumlah putusan | Kepaniteraan
efektivitas salinan n efektivitas | salinan Penegakan Manajemen perkara yang
pengeloaan putusan yang pengeloaan | putusan yang dan Peradilan diminutasi sesuai
penyelesaian | dikirim ke penyelesaia | dikirim ke Pelayanan Agama dengan SOP
perkara Pengadilan n perkara Pengadilan Hukum penanganan
Pengaju tepat Pengaju tepat perkara
waktu waktu - Jumlah putusan
perkara yang
dipublikasikan
- Optimalisasi
aplikasi SIPP
3 Terwujudnya | Persentase 100 Peningkata | Persentase 100 | 100 | 100 100 | 100 | Program Peningkatan |- Jumlah laporan | Kepaniteraan
manajemen hasil n hasil Penegakan Manajemen hasil pengawasan dan
Peradilan pembinaan manajemen | pembinaan dan Peradilan - Berkurangnya Kesekretaria
Agama yang | dan Peradilan dan Pelayanan Agama jumlah  temuan tan
bermutu pengawasan Agama yang | pengawasan Hukum pengawasan yang
yang bermutu yang sama
ditindaklanju ditindaklanju Program Pembinaan Jumlah laporan
ti ti Dukungan Adminitrasi | temuan pengawasan
Manajemen | dan yang ditindaklanjuti
pengeloaan
Persentase 100 Persentase 100 | 100 | 100 100 | 100 | Program Peningkatan | Jumlah pengaduan | Kepaniteraan
pengaduan pengaduan Penegakan | Manajemen | yang ditindaklanjuti
yang yang dan Peradilan
ditindaklanju ditindaklanju Pelayanan Agama
ti ti Hukum
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INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya telah menetapkan dan mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Nomor W13-A/5687/0T.00/SK/11/2022 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. IKU yang
ditetapkan tersebut telah sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 173/SEK/SK/1/2022 tanggal 31 Januari 2022
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung
Republik Indonesia. Berikut merupakan IKU Pengadilan Tinggi Agama Surabaya:

Tabel 5 Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2022

INDIKATOR PENANGGUNG
\'[0) KINERJA UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA
KINERJA JAWAB
1 Terwujudnya proses | a. Persentase Panitera Laporan Bulanan
) . Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dan

peradilan yang pasti, perkara  yang x100% Laporan Tahunan
transparan dan diselesaikan Jumlah perkara yang diselesaikan p
akuntabel tepat waktu Catatan:

e SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan.

e Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka
waktu penyelesaian pada SIPP

e Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada
Pengdailan TK Banding paling lambat 3 (tiga) bulan.
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INDIKATOR PENANGGUNG
NO KINERJA UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA

KINERJA JAWAB

e Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan

diminutasi pada tahun berjalan
e Trend polaritas Positif (+)

e Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan setiap bulan

b. Persentase Panitera Laporan Bulanan
perkara  yang Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan
0,
tidak Jumlah perkara yang diselesaikan x100% Laporan Tahunan
; Catatan:
mengajukan

upaya  hukum ¢ Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah

Kkasasi perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya
hukum banding.
e Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.
e Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi
e Trend polaritas Positif (+)
e Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/Pelaporan setiap bulan
c. Index persepsi Panitera dan Laporan triwulan
stakeholder yang Index persepsi kepuasan stakeholder Sekretaris
puas terhadap Catatan:
layanan o PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey

peradilan Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

o Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus =

80.
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NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR
KINERJA

PENJELASAN

e Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.
e Trend polaritas Positif (+)

e Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/Pelaporan pertriwulan

PENANGGUNG
JAWAB

SUMBER DATA

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan

Penyelesaian Perkara

Persentase Salinan
Putusan yang
dikirim ke
Pengadilan Pengaju

tepat waktu

Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu

0,
Jumlah putusan yang dikirim x 100%

Catatan:

e Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah Salinan
putusan/penetapan yang dikirim ke pengadilan pengaju sesuai dengan
ketentuan.

e Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan/penetapan banding
yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan

e Trend polaritas Positif (+)

e Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/Pelaporan setiap bulan

Panitera

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan
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B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah membuat Rencana Kinerja Tahunan 2022 yang

disusun pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris

Mahkamah Agung R.I. Nomor 173/SEK/SK/1/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan

Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung R.I. Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan

Tinggi Agama Surabaya Tahun 2022 merupakan implementasi rencana pencapaian

pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis tahun 2020 - 2024.

Rencana Kinerja tersebut dijadikan sebagai dasar bagi penetapan kesepakatan tentang

kinerja yang akan diwujudkan sebagai penetapan kinerja.

Tabel 6 Revisi Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

NO SASARAN KEGIATAN ‘ INDIKATOR KINERJA TARGET
1 | Terwujudnya proses | a. Persentase perkara yang diselesaikan 97%
peradilan  yang  pasti, tepat waktu
transparan, dan akuntabel | b. Persentase perkara yang tidak 63%
mengajukan upaya hukum kasasi
c. Index persepsi stakeholder yang puas 93%
terhadap layanan peradilan
2 | Peningkatan efektivitas Persentase salinan putusan perkara 100%
pengelolaan penyelesaian perdata yang dikirim ke Pengadilan
perkara Agama Pengaju tepat waktu
3 | Peningkatan  manajemen | a. Persentase hasil pembinaan dan | 100%
peradilan agama yang pengawasan yang ditindaklanjuti
bermutu b. Persentase pengaduan yang 100%
ditindaklanjuti

Target pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun

2022 berdasarkan pada hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya,

sehingga menghasilkan target-target yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
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C.

PERJAN]JIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan yang menunjukkan tekad dan janji
(komitmen) untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai secara jelas dan terukur
dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelolanya. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta menciptakan tolak ukur kinerja sebagai
dasar evaluasi kinerja aparatur. Penyusunan penetapan kinerja ini berdasarkan Inpres
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

\[0) SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
yang pasti, transparan, dan diselesaikan tepat waktu
akuntabel b. Persentase perkara yang tidak 63%

mengajukan upaya hukum kasasi

c. Index persepsi stakeholder yang 93%

puas terhadap layanan peradilan

2 | Peningkatan efektivitas Persentase salinan putusan yang 100%
pengelolaan penyelesaian perkara dikirim ke Pengadilan Pengaju
tepat waktu
3 | Peningkatan manajemen peradilan | a. Persentase hasil pembinaan dan 100%
agama yang bermutu pengawasan yang ditindaklanjuti

b. Persentase pengaduan yang 100%

ditindaklanjuti
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.  CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan,
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi
pemerintah, dan dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi
dengan kinerja yang diharapkan dan dilaksanakan secara berkala.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan atau diperjanjikan.
Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2022 dilakukan
dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam
Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun 2022 dengan realisasinya,
sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Surabaya tahun 2022 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan
membandingkan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun 2022 dengan
capaian tahun 2021 dan 2020, sehingga dapat diketahui apakah sasaran yang telah
dietetapkan tercapai atau tidak. Adapun hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja
selama tahun 2022 masing masing indikator tersebut dapat disajikan pada tabel di bawah

ini:

Tabel 8 Pengukuran Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 | Terwujudnya proses | Persentase perkara yang 97% 98,48% 101,52%

peradilan yang pasti, | diselesaikan tepat waktu (518 perkara)

W R dan "persentase perkara yang 63% 64,06% 101,68%

akuntabel tidak mengajukan upaya (337 perkara)

hukum kasasi

Index persepsi stakeholder 93% 98,78% 106,21%

yang puas terhadap layanan

peradilan

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA INDIKATOR SASARAN 1 103,13%
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SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

2 | Peningkatan efektivitas | Persentase salinan putusan 100% 100% 100%
pengelolaan perkara perdata yang dikirim (526 perkara)
penyelesaian perkara | ke Pengadilan Agama
Pengaju tepat waktu

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA INDIKATOR SASARAN 2

3 | Peningkatan Persentase hasil pembinaan 100% 100% 100%
manajemen peradilan | dan pengawasan  yang

agama yang bermutu ditindaklanjuti

Persentase pengaduan yang 100% 100% 100%
ditindaklanjuti
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA INDIKATOR SASARAN 3 100%

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KESELURUHAN 101,04%

Persentase pencapaian target tingkat capaian, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
« Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian target tingkat capaian yang

semakin baik, maka digunakan rumus:

Capaian = Realisasi x 100%

Target

Secara umum, dari hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tahun
2022, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah
mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari seluruh indikator kinerja sasaran yang
telah ditetapkan dapat dicapai secara maksimal dengan capaian kinerja 100%. Adapun pada
indikator sasaran tersebut, antara lain:

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;

2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;

3. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan;

4. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju

tepat waktu;

v

Persentase hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti;

6. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti.
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Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah melakukan analisa dan evaluasi atas capaian

kinerja tahun tahun 2021 dan 2022, untuk mendapatkan umpan balik (feedback) guna

melakukan perbaikan dan peningkatan perbaikan secara berkesinambungan.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam meningkatkan kinerjanya telah memiliki

upaya atau langkah-langkah yang mendukung terwujudnya ke-3 sasaran strategis, dengan

cara:

Tabel 9 Langkah-langkah Terwujudnya Sasaran Strategis

NO SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya proses peradilan

yang pasti, transparan, dan

akuntabel

ARAH KEBIJAKAN

Peningkatan penyelesaian

perkara secara tepat waktu

UPAYA/ LANGKAH-LANGKAH

a. Percepatan penyelesaian

perkara sesuai dengan

tingkatan dan tahapankebijakan

yang telah
diberlakukan tersebut

b. Penyusunan Majelis Hakim
secara proporsional dengan

memperhatikan rasio perkiraan
perkara yang harus ditangani
setiap tahunnya

c. Penataan jadwal sidang serta
melakukan monitoring dan
evaluasi secara berkala dalam
kinerja penyelesaian perkara

d. Pemberian reward terhadap

kinerja penyelesaian perkara

kepada Majelis Hakim dan

Panitera Pengganti

Peningkatan kualitas putusan dan

pelayanan informasi perkara

sehingga dapat meningkatkan
kepuasan masyarakat pencari

keadilan

a. Pelaksanaan kegiatan diskusi
hukum dan rapat evaluasi setiap
bulan oleh Pimpinan dengan
seluruh Hakim, Panitera, dan

Panitera Pengganti
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SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN UPAYA/ LANGKAH-LANGKAH

b. Pemberian kemudahan akses
informasi tentang status
perkara yang dapat diperoleh
melalui info perkara pada media
website

c¢. Pemberian pelayanan informasi
yang cepat kepada masyarakat
pencari keadilan dengan
memberikan informasi perkara
telah  terdaftar dan juga
memberitahukan informasi
amar putusan sesaat setelah
dibacakan putusan melalui
media komunikasi (Whatsapp)
yang dimiliki pihak yang

berperkara atau kuasa

hukumnya
Peningkatan index  persepsi | a. Pemberian kemudahan
stakeholder yang puas terhadap informasi yang dibutuhkan
layanan peradilan Pengadilan Tingkat Pertama

melalui media website dan
melalui aplikasi yang digunakan
bersama

b. Peningkatan Kkinerja petugas
layanan dengan melakukan

pelatihan excellent service

c. Pemberian kompensasi
terhadap ketidaksesuaian
layanan

d. Pemberian reward dan

punishment atas kinerja petugas
layanan
e. Penguatan monitoring dan

evaluasi terhadap  Kkinerja
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SASARAN STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN

UPAYA/ LANGKAH-LANGKAH

layanan dengan melaksanakan

survei harian dan

menindaklanjuti hasil survei

Peningkatan efektivitas

pengelolaan penyelesaian

perkara

Peningkatan pengiriman salinan
putusan perkara perdata yang
dikirim ke Pengadilan Agama

Pengaju tepat waktu

a. Peningkatan kinerja

administrasi penyelesaian

perkara secara online dan
manual

b. Penataan jadwal sidang serta
terus melakukan monitoringdan
evaluasi secara berkala dalam
kinerja pengiriman salinan
putusan

c. Peningkatan implementasi
inovasi aplikasi AREMA untuk
pemberitahuan amar putusan

d. Koordinasi dengan Kantor Pos
dan jasa pengiriman secara

maksimal

Peningkatan manajemen

peradilan agama yang bermutu

Peningkatan kualitas pembinaan

dan pengawasan

Pengawasan internal, pengawasan
rutin/ regular, dan pengawasan

insidentil

Pengaduan yang ditindaklanjuti

Pengawasan insidentil (terkait
dengan mutasi Ketua Pengadilan

Tingkat Pertama)

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah terakredetasi “A Execellent “ dan sebagai salah

satu Satker yang telah memperoleh predikat WBK pada tahun 2021, senantiasa melakukan

monitoring dan evaluasi baik terhadap sasaran mutu maupun Indikator Kinerja Utama (IKU)

sebagai upaya untuk memastikan semua sistem berjalan secara efektif dan efisien dengan:

1. Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara, melalui:

a. Membuat laporan kinerja penyelesaian perkara berdasarkan waktu penyelesaian.

b. Membuat laporan kinerja minutasi perkara.

c. Membuat laporan kinerja publikasi putusan pada direktori putusan.
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d. Membuat laporan kinerja penyerahan/ pengiriman salinan putusan dan berkas
perkara ke Pengadilan Pengaju.

e. Memaksimalkan proses persidangan.

f.  Melaksanakan diskusi hukum secara kontinyu.

g. DDTKinovasi terkait dengan pelayanan

2. Meningkatkan kualitas akses publik terhadap informasi Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya:

a. Kontinuitas publikasi putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Direktori
putusan Mahkamah Agung R.I.

b. Kontinuitas dan validasi data perkara yang diinput pada aplikasi SIPP Banding.

c. Memaksimalkan pemanfaatan website Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai
sarana keterbukaan informasi publik.

d. Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui inovasi chatting online

dan inovasi AREMA.

Adapun capaian indikator kinerja dijelaskan sebagaimana analis pencapaian kinerja
berikut:

Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan

Strategis 1 Akuntabel

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi
penyelenggaran penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Indikator
kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 3 (tiga) indikator,
yaitu:

1. Indikator penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu
Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun berjalan
dengan jumlah perkara perdata yang ditangani (baik sisa perkara tahun lalu dan perkara
yang masuk tahun berjalan). Pada indikator kedua ini menunjukkan tingkat kinerja
hakim dan jajarannya di dalam penyelesaian secara cepat, tepat, transparan, dan

akuntabel.

2. Indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
Indikator ketiga ini dengan membandingkan jumlah perkara banding yang tidak
mengajukan upaya hukum kasasi dengan perkara yang diputus pada tahun berjalan dan
menjadi tolak ukur kepuasan masyarakat pencari keadilan atas putusan Pengadilan
Tinggi Agama selaku tingkat banding. Semakin rendah masyarakat pencari keadilan

melakukan upaya hukum, maka menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasannya
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terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi
masyarakat pencari keadilan melakukan upaya hukum, maka menunjukkan semakin

rendah tingkat kepuasannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding.

3. Indikator Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Dengan membandingkan jumlah responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas
dengan layanan Pengadilan Tingkat Banding, dalam hal ini Pengadilan Agama di wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Secara garis besar, target responden merupakan
stakeholder yang telah berkunjung ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan telah
mendapatkan pelayanan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Tingkat kepuasan
Pengadilan Tingkat Pertama dilakukan dengan berpedoman pada Survei Kepuasan
Masyarakat berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei
Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan pelayanan publik.

Pencapaian target indikator kinerja dalam sasaran strategis 1 (satu) pada tahun
2022 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

CAPAIAN
2021

INDIKATOR KINERJA

1 | Persentase perkara yang diselesaikan tepat | 108,57% | 102,10% | 101,52%

waktu

2 | Persentase perkara yang tidak mengajukan | 98,03% | 111,12% | 86,85%
upaya hukum kasasi

3 | Index persepsi stakeholder yang puas | 102,50% | 109,55% | 106,21%

terhadap layanan peradilan

Capaian rata-rata Sasaran Strategis 1 103,03% 107,59% 98,19%

Grafik 1 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1
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1. Penjelasan sasaran strategis 1 pada indikator 1, yaitu persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu yaitu perbandingan antara
jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka
waktu penyelesaian pada SIPP yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
yang mengatur penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3
(tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima)
bulan. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tiga tahun terakhir ini dalam
penyelesaian perkara yang diselesaikan secara tepat waktu. Rumusan tersebut dapat

digambarkan, sebagai berikut:

_Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu _
umlah Perkara vang Diselesaikan Tepat Waktu % 100%

Jumlah Perkara yang Diselesaikan

Tabel 11 Perbandingan Capaian Indikator Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA 1

PERKARA YANG
PERKARA YANG
NO TAHUN DISELESAIKAN
TELAH REALISASI TARGET CAPAIAN
SECARA TEPAT
DISELESAIKAN
WAKTU
1. 2020 513 525 97.71% 90 % 108,57 %
2. 2021 514 519 99,04% 97 % 102,10%
3. 2022 518 526 98,48% 97 % 101,52%
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Grafik 2 Perbandingan Capaian Indikator Penyelesaian Perkara yang Diselesaikan secara
Tepat Waktu
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Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2022 menyelesaikan perkara
sejumlah 526 perkara, dan dari jumlah tersebut yang diselesaikan secara tepat waktu
berdasarkan SEMA Nomor 2 tahun 2014 jangka waktu penyelesaian perkara pada
tingkat banding dan penyelesaian minutasinya adalah 3 (tiga) bulan adalah sebanyak
518 perkara. Sedangkan sisa sebanyak 8 (delapan) perkara diselesaikan lebih dari 3
(tiga) bulan. Keseluruhan perkara yang diselesaikan lebih dari 3 (tiga) bulan tersebut
merupakan putusan sela di mana oleh Pengadilan Pengaju perlu dibuka kembali
persidangan guna melakukan pemeriksaan tambahan sehingga memerlukan waktu
yang cukup lama.

Dari jumlah 8 (delapan) perkara yang diselesaikan lebih dari 3 (tiga) bulan tersebut
presentasenya (1,52%) relatif sangat kecil jika dibandingkan dengan perkara yang
diselesaikan secara tepat waktu sebanyak 518 perkara (98,48%) telah melebihi target
yang ditentukan yaitu 97%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya yang meningkat karena keseluruhan Hakim yang menangani sampai
akhir tahun sebanyak 21 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua dan dibantu 23 orang
(Panitera dan Panitera Pengganti) sehingga jumlah perkara bisa terselesaikan secara

tepat waktu dapat melebihi dari target yang ditentukan.
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d.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Tabel 12 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 pada
Indikator Penyelesaian Perkara yang Diselesaikan secara Tepat Waktu

TARGET REALISASI CAPAIAN
2022 2022 2022

INDIKATOR KINERJA

Presentase perkara perdata yang 97% 98,48% 101,52%

diselesaikan tepat waktu

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator penyelesaian perkara
perdata yang diselesaikan secara tepat waktu adalah 97%, di mana perkara yang
diselesaikan pada tahun 2022 sejumlah 518 perkara, sedangkan yang diselesaikan
secara tepat waktu sebagaimana SEMA Nomor 2 Tahun 2014 untuk perkara tingkat
banding batas waktu penyelesaiannya adalah 3 (tiga) bulan adalah sebanyak 518
perkara, sedangkan sebanyak 8 (delapan) perkara diputus lebih dari 3 (tiga) bulan.

Realisasi pada indikator ini dihitung sebagai berikut: 518/526 x 100% =
98,48%, sehingga capaian pada indikator perkara yang diselesaikan secara tepat

waktu pada tahun 2022 adalah 98,48/97 x 100% = 101,52%.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020

Tabel 13 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021
pada Indikator Penyelesaian Perkara yang Diselesaikan secara Tepat Waktu

CAPAIAN

INDIKATOR KINERJA

2021

Persentase perkara yang diselesaikan 107,77% 102.10% 101.52%
tepat waktu

Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam hal ini penyelesaian perkara
yang diselesaikan secara tepat waktu pada tahun 2022 tetap konsisten, yaitu bisa
menyelesaikan perkara secara tepat waktu dengan capaian melebihi target yang
ditentukan (97%) dan teralisasi sebesar 98,48% sehingga capaian pada tahun 2022
sebesar 101,52%. Hal ini menunjukkan kinerja Hakim yang sangat bagus karena
sebagian besar perkara dapat diselesaikan tepat waktu. Penurunan capaian
disebabkan karena adanya kenaikan target, di mana pada tahun 2022 sebesar 97%

sedangkan pada tahun 2021 sebesar 90%.
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c. Analis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang
dilakukan

Keberhasilan pada indikator penyelesaian perkara yang diselesaikan secara
tepat waktu sebanyak 518 perkara dari 526 perkara yang diselesaikan pada tahun
2022 adalah dikarenakan efisiensi dan optimalisasi persidangan serta SDM yang
mendukung dengan mempercepat proses persidangan dengan mengutamakan
pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Disamping itu, Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya membuat terobosan mempercepat penyelesaian perkara
dari batas waktu 3 (tiga) bulan (berdasarkan SEMA Nomor 2 tahun 2014) menjadi
2 (dua) bulan pada bulan Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/2281/HK.05/6/2020 tanggal 3 Juni 2020
selanjutnya diubah menjadi 1 (satu) bulan sejak Oktober 2020 berdasarkan Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-
A/3828/HK.05/10/2020 tanggal 1 Oktober 2020. Apabila perkara sudah melebihi
batas 3 (tiga) bulan belum diselesaikan, maka Ketua Majelis membuat laporan
kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung dan disertai
alasannya kenapa belum bisa diselesaikan, sehingga dengan demikian Ketua
Pengadilan Tinggi Agama bisa memantau penyelesaian perkara banding.

Dari 526 perkara yang diputus tersebut yang diselesaikan selama 1 (satu)
bulan sebanyak 479 perkara (91,06%), yang diselesaikan dalam waktu 1 (satu)
sampai 2 (dua) bulan sebanyak 29 perkara (3,51%) dan yang diselesaikan dalam
waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan sebanyak 10 (sepuluh) perkara (1,90%),
sedangkan 8 (delapan) perkara (1,52%) diselesaikan lebih dari 3 (tiga) bulan. Hal
ini dikarenakan adanya putusan sela di mana Pengadilan Agama Pengaju harus
membuka kembali persidangan guna melakukan pemeriksaan tambahan dan
perkara yang salah satu pihak PNS sehingga harus ada ijin atasan. Jangka waktu
penyelesaian perkara bisa maksimal rata-rata diselesaikan kurang dari 3 (tiga)
bulan melebihi dari target yang ditentukan 97% dan terealisasi 98,48%.

Jika dibandingkan tahun 2021, keberhasilan meningkatkan penyelesaian
perkara secara tepat waktu mengalami kenaikan, di mana tahun 2021 yang
diselesaikan tepat waktu sebanyak 514 perkara dan diselesaikan tidak tepat waktu
sebanyak 5 (lima) perkara. Sedangkan pada tahun 2022 yang diselesaikan tepat
waktu sebanyak 518 perkara dan diselesaikan tidak tepat waktu sebanyak 8
(delapan) perkara. Hal ini menunjukkan Hakim dalam menyelesaikan perkara lebih
sedikit yang diputus sela sehingga penyelesaian perkara tidak melebihi 3 (tiga)

bulan dan perkara cepat diselesaikan.
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d. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia
Gambaran kinerja penyelesaian perkara yang diselesaikan secara tepat waktu
di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2020, 2021, dan 2022 dengan
membandingkan antara penanganan penyelesaian perkara dengan jumlah Hakim
yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Berikut merupakan tabel

penyelesaian perkara 3 (tiga) tahun terakhir:

Tabel 14 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia pada Indikator
Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

TAHUN PERKARA YANG DISELESAIKAN
JUMLAH HAKIM
PENYELESAIAN SECARA TEPAT WAKTU
2020 513 26
2021 514 23
2022 518 21

Penyelesaian perkara yang diselesaikan secara tepat waktu selalu mengalami
peningkatan, begitu pula untuk tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dengan
jumlah Hakim Tinggi selama tahun 2022 sebanyak 21 orang termasuk Ketua dan
Wakil Ketua, menunjukkan SDM pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sangat
optimal dalam penyelesaian perkara secara tepat waktu, dari jumlah Hakim dibagi
menjadi 12 Majelis Hakim dan 3 Majelis Hakim Ekonomi Syariah. Satu Majelis
khusus untuk menangani perkara insidentil dan dengan demikian, penunjukan
Majelis Hakim cukup maksimal sehingga penyelesaian perkara mencapai target.

Keberhasilan tersebut menunjukkan pengelolaan manajemen penyelesaian
perkara yang baik mengingat adanya konsistensi dari penerapan SOP sehingga
berimplikasi positif terhadap penyelesaian perkara secara tepat waktu pada

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

e. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Pada
indikator penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu ini sangat
ditunjang oleh program penyelesaian perkara, peningkatan manajemen peradilan
agama, program dukungan manajemen, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Mahkamah Agung dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Mahkamah Agung yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya
manusia yang berkualitas, berjalannya operasional perkantoran dengan baik,

penyediaan sarana prasarana, kebijakan pimpinan serta adanya monitoring dan
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evaluasi secara kontinyu sehingga Hakim dan aparat lainnya dapat bekerja
maksimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelesaian
perkara secara tepat waktu.

Selain hal-hal di atas, adanya penilaian kinerja satuan kerja pada aplikasi SIPP
terkait dengan penyelesaian perkara oleh Ditjen Badilag juga turut menunjang

keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini.

2. Penjelasan sasaran strategis 1 pada indikator 2, yaitu persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum kasasi
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi yaitu
perbandingan antara jumlah perkara banding yang tidak mengajukan upaya hukum
kasasi dengan jumlah perkara banding yang diputus pada tahun berjalan. Indikator ini
menjadi tolak ukur kepuasan masyarakat pencari keadilan atas kualitas dan keadilan
putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Semakin sedikit para pihak berperkara
yang mengajukan upaya hukum kasasi, hal ini berarti para pihak tersebut semakin puas
terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selaku Pengadilan Tingkat
Banding. Untuk menghitung persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

kasasi dapat digunakan rumus, sebagai berikut:

umlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

0
Jumlah Perkara yang Diselesaikan e

Capaian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2022 dan tahun
sebelumnya dalam indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15 Capaian Kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

INDIKATOR KINERJA 2
PERKARA PERKARA TAHUN
NO TAHUN TAHUN BERJALAN YANG TIDAK
REALISASI TARGET CAPAIAN
BERJALAN MENGAJUKAN UPAYA
YANG DIPUTUS HUKUM KASASI

1 2020 525 386 73,52% 75 % 98,03%
2 2021 519 421 81,12% 73% 111,12%
3 2022 526 337 64,06% 73% 87,76 %
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Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa keberhasilan pada indikator ke-2 pada
tahun 2022 ini cukup tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa putusan perkara pada
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagian besar dapat memenuhi rasa keadilan dari

para pihak yang berperkara.

Grafik 3 Perbandingan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021
dan 2022

Persentase perkara yang tidak
mengajukanupayahukumkasasi
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Perkara banding yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2022
sebanyak 337 perkara (64,06%) dari jumlah perkara banding yang diputus tahun 2022
sebanyak 526 perkara dan dari perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya tahun 2022 yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 189 perkara
(35,94%). Hal ini menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
sudah memenuhi rasa keadilan karena yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
melebihi 50%. Bila dibandingkan tahun sebelumnya, persentase perkara banding yang
tidak mengajukan upaya hukum kasasi mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2021
sebesar 81,12% dengan capaian kinerja sebesar 111,12%. Walaupun target yang
ditetapkan lebih rendah dari tahun sebelumnya dari 75% menjadi 73%, namun capaian
kinerja tahun 2022 sebesar 111,12% mengalami penurunan sebesar 23,36%. Hal ini
disebabkan karena masyarakat di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
sebagai kota terbesar ke-2 setelah Jakarta tentunya sangat kritis untuk membela hak-

haknya dan masyarakatnya heterogen sehingga sulit untuk memuaskan para pihak.
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Namun yang mengajukan upaya hukum kasasi masih relatif rendah tidak mencapai
50%.

Meningkatkan capaian kinerja tersebut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terus
berbenah diri dalam meningkatkan kualitas putusan banding, memberikan layanan
dengan memberikan informasi amar putusan sesaat setelah dibacakan putusan melalui
aplikasi AREMA sehingga masyarakat akan puas dalam menerima layanan perkara.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022
Tabel 16 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 pada
Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
TARGET | REALISASI CAPAIAN
2022 2022 2022

INDIKATOR KINERJA

Persentase  perkara yang tidak 73% 64,06% 87,76%

mengajukan upaya hukum kasasi

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum kasasi adalah 73%, di mana terealisasi sebanyak 337
perkara (64,06%) yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan yang
mengajukan upaya hukum kasasi sejumlah 189 perkara (35,94%) dari jumlah
perkara yang diputus pada tahun 2022 sebanyak 526 perkara. Realisasi pada
indikator ini dapat dihitung sebagai berikut: 337/526 x 100% = 64,06%. Sehingga,
capaian pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun

2022 adalah 64,06/73 x 100% = 87,76%.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Tabel 17 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2020 dan
2021 pada Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi

‘ CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA

‘ 2020 2021
Persentase  perkara yang tidak| 98,03% 111,12% 87,76%

mengajukan upaya hukum kasasi

Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam hal ini perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2021 dan 2022 mengalami
penurunan, pada tahun 2021 memiliki capaian 111,12% sedangkan tahun 2022
dengan capaian 87,76%. Walaupun mengalami penurunan karena masyarakat kota
besar yang heterogen dan tidak semua puas atas putusan Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya, maka masih dianggap sangat wajar karena lebih dari 50% yang tidak
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mengajukan upaya hukum kasasi. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya produk putusannya bisa memenuhi kepuasan masyarakat dan

menunjukkan kinerja Hakim yang sangat bagus.

c. Analis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang
dilakukan

Keberhasilan pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

kasasi pada tahun 2022 sebanyak 337 perkara (64,06%) dikarenakan putusan

Hakim yang bisa memberikan kepuasan masyarakat walaupun tidak semua

putusan bisa memuaskan para pihak, dengan cara sering diadakan diskusi hukum

dan rapat evaluasi setiap bulan oleh pimpinan dengan semua Hakim dan Panitera

Pengganti, memberitahukan amar putusan sesaat setelah dibacakan putusan

melalui aplikasi AREMA kepada para pihak berperkara walaupun secara hukum

acara Pengadilan Agama Pengaju yang wajib memberitahukan isi putusan tersebut

secara langsung.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia
Gambaran analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia pada
indikator ini dengan cara membandingkan antara membandingkan antara
penanganan penyelesaian perkara dengan jumlah perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum dikaitkan dengan jumlah Sumber Daya Manusia pada Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya. Berikut merupakan rekapitulasi Sumber Daya Manusia
terkait dengan indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

kasasi:

Tabel 18 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia pada Indikator
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

TAHUN PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN
JUMLAH HAKIM
PENYELESAIAN UPAYA HUKUM KASASI
2020 386 26
2021 421 23
2022 337 21

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2022 sejumlah 337
perkara dari 526 perkara yang diputus dengan jumlah Hakim Tinggi sejumlah 21

orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, menunjukkan SDM pada Pengadilan Tinggi
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Agama Surabaya sangat optimal dalam memutus perkara dan bisa memberikan
kepuasan masyarakat, sehingga kualitas putusan dari Majelis Hakim sebagian besar
dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Apabila dilihat dari capaian
putusan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi sebesar 64,06% dengan capaian
kinerja sebesar 87,76% maka jelas sekali bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya sudah memberikan kepuasan kepada para pihak/ masyarakat pencari

keadilan.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Pada

indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ini sangat
ditunjang oleh program penyelesaian perkara, peningkatan manajemen peradilan
agama, program dukungan manajemen, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Mahkamah Agung dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Mahkamah Agung yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya
manusia yang berkualitas, berjalannya operasional perkantoran dengan baik serta
penyediaan sarana prasarana sehingga hakim dan aparat lainnya dapat bekerja
maksimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam
peningkatan kualitas putusan agar makin sedikit perkara banding yang tidak
diajukan upaya hukum kasasi.

Selain itu, keberhasilan pada indikator ini juga mencerminkan bahwa kualitas
putusan yang dihasilkan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
sangat baik, sehingga memberikan kepuasan kepada para pencari pihak keadilan.
Putusan hakim yang berkualitas adalah dambaan bagi para pencari keadilan yang
menggambarkan rasa keadilan yang mereka terima atau memuaskan para pencari
keadilan itu sendiri sehingga tidak perlu lagi mengajukan upaya hukum kasasi.
Konsistensi antara majelis hakim dan Panitera Pengganti dalam menjalankan SOP
terkait penyelesaian perkara dan aplikasi SIPP juga turut mendukung
terselenggaranya kinerja penyelesaian perkara yang akhirnya mewujudkan

putusan haim yang semakin berkualitas.
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3. Penjelasan sasaran strategis 1 pada indikator 3, yaitu Index persepsi stakeholder yang
puas terhadap layanan peradilan
Indikator kinerja ke-3 tentang Index persepsi stakeholder yang puas terhadap
layanan peradilan merujuk pada Permenpan Nomor Kep/25/M.PAN/2 /2004 tanggal 24
Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit
Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 tahun
2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik. Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan
merupakan hal yang penting, mengingat survei sebagai tolak ukur keberhasilan
pelayanan yang telah diberikan oleh pengadilan. Semakin tinggi index persepsi
stakeholder, maka semakin bagus pelayanan yang diberikan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya, begitu pula sebaliknya.
Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun, yaitu pada triwulan I, I, III, dan IV melalui

alamat link http://bitly/survey ptasby skm. Survei dilakukan terhadap stakeholder

yang telah menerima layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pertanyaan dalam kuesioner survei terdiri dari 9 (sembilan) pertanyaan yang
memuat 9 (sembilan) unsur bidang sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Nilai survei dihitung dengan menggunakan nilai
tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Karakteristik responden yang dilakukan

survei dan rata-rata index kepuasan per unsur sebagai berikut:

Tabel 19 Karakteristik Peserta Survei

DOMINASI
KARAKTERISTIK
JUMLAH PERSENTASE (%)
1 | Pengadilan Agama Kelas 1.A 26 70
2 | Pengadilan Agama Kelas 1.B 8 22
3 | Pengadilan Agama Kelas II 3 8

Tabel 20 Rata-rata Index Kepuasan per Unsur
NILAI UNSUR MUTU

UNSUR PELAYANAN
PELAYANAN PELAYANAN
1 | Kesesuaian Persyaratan Pelayanan 3,940 Sangat Baik
2 | Kemudahan Prosedur Pelayanan 3,953 Sangat Baik
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NILAI UNSUR MUTU

UNSUR PELAYANAN
PELAYANAN PELAYANAN
3 | Kecepatan Waktu dalam Memberikan Pelayanan 3,940 Sangat Baik
4 | Kewajaran Biaya/ Tarif dalam Pelayanan 3,967 Sangat Baik
5 | Kesesuaian Produk Pelayanan 3,953 Sangat Baik
6 | Kompetensi/ Kemampuan Petugas 3,960 Sangat baik
7 | Perilaku Petugas Pelayanan 3,960 Sangat baik
8 | Kualitas Sarana dan Prasarana 3,947 Sangat Baik
9 | Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan 3,940 Sangat Baik
RATA-RATA TERTIMBANG 3,951 SANGAT BAIK
\[0) KESIMPULAN ‘ KETERANGAN
98,78
2 | Kategori Sangat Baik
3 | Unsur terendah a. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan
b. Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan
c. Penanganan pengaduan pengguna layanan
4 | Unsur tertinggi Kewajaran Biaya/ Tarif dalam Pelayanan

Berdasarkan hasil penyusunan Survei Kepuasan Penerima Layanan pada
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Tahun 2022 mempunyai kategori “Sangat
Baik”, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah 3,95 atau konversi IKM
sebesar 98,78. Dengan demikian, maka capaian kinerja pada indiaktor ini telah melebihi
target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022.

Berikut merupakan nilai rata-rata unsur pelayanan pada unit Pengadilan Tinggi

Agama Surabaya:
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Tabel 21 Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan pada Unit Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama

Survei Kepuasan Masyarakat
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Perhitungan Persentase IKM (Index Kepuasan Masyarakat) Pengadilan Tingkat

Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama berdasar rumus berikut:

Total dari Nilai Persepsi per Unsur o :
" x Nilai Penimbang
Total Unsur yang Terisi

IKM = Nilai Rata-rata tertimbang x 25 = 3,95 x 25 = 98,78

Kesimpulan:

»  Realisasi
Nilai IKM setelah dikonversi 198,78 %
Mutu Pelayanan/ Kinerja Unit Pelayanan : Nilai A (Sangat Baik)
Capaian Kinerja = (98,78% / 93%) x 100% = 106,22%

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Tabel 22 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 pada Index
Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap Layanan Peradilan

TARGET REALISASI CAPAIAN
2022 2022 2022

INDIKATOR KINERJA

Index persepsi stakeholder yang puas 93% 98,78% 106,22%

terhadap layanan peradilan

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator index persepsi stakeholder
yang puas terhadap layanan peradilan adalah 93%, di mana hasil survei yang

dilaksanakan pada periode triwulan IV tahun 2022 sebesar 98,78%, sehingga dapat
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disimpulkan bahwa capaian pada indiaktor index persepsi stakeholder yang puas
terhadap layanan peradilan pada tahun 2022 telah melebihi dari target yang telah
ditetapkan (106,22%).

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021

Tabel 23 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2020
dan 2021 pada Indikator Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan
Peradilan

CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA

2020 2021

Indeks persepsi stakeholder yang 102.50% 109,55% 106,22%

puas terhadap layanan peradilan

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kepuasan stakeholder atas
pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2020, 2021 dan 2022

mengalami penurunan.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang
dilakukan

Keberhasilan pada indikator index persepsi stakeholder yang puas terhadap
layanan peradilan karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selalu berusaha
memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik. Setidaknya terdapat 2 (dua)
indikator penting yang menjadi prioritas: (1) Indikator efisiensi yang dapat dilihat
dari mudahnya mendapatkan informasi pelayanan oleh masyarakat, kecepatan
pelayanan, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat; (2) Indikator efisiensi yang
dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat dan tidak
terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang

dibutuhkan oleh masyarakat.
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d. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia
Gambaran kinerja kepuasan stakeholder terhadap layanan Peradilan tahun

2020, 2021 dan 2022 dengan membandingkan sumber daya:

Tabel 24 Perbandingan Jumlah Hakim dan Panitera Pengganti dalam
Penyelesaian Pengajuan Banding

TAHUN JUMLAH PENGAJUAN  JUMLAH  JUMLAH PANITERA
PENYELESAIAN BANDING HAKIM PENGGANTI
2021 525 23 16
2022 526 21 23

Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2022
adalah 92.25%. Capaian kinerja indikator tersebut didukung dengan jumlah Hakim
Tinggi sejumlah 21 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua dan Panitera Pengganti
sejumlah 23 orang. Hal ini menunjukkan SDM pada Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya sangat proporsional dan berkualitas dalam pelayanan penanganan
perkara banding dari Pengadilan Agama Tingkat Pertama.

Dengan mutu pelayanan A, maka dapat diartikan bahwa Pengadilan Tinggi
Agama Padang memiliki kinerja unit pelayanan yang baik sehingga dapat
memberikan pelayanan yang memuaskan. Faktor pendukung lain terkait dengan
index perspesi stakeholder adalah tersedianya Sumber Daya Manusia yang
kompeten, berkualitas dan profesional, penerapan SOP terkait dengan pelayanan,
mengoptimalisasikan ketersediaan sarana dan prasarana, serta inovasi-inovasi yang

membantu dalam kinerja pemberian layanan di Pengadiilan Tinggi Agama Surabaya.

e. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Keberhasilan pada indikator ini disebabkan kualitas pelayanan kepada
stakeholder yang menerima layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Selain itu,
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga memberikan layanan kepada stakeholder
dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti yang terdapat pada website
maupun media sosial Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, serta peranan yang
optimal dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya. Kualitas pelayanan yang baik dapat dihasilkan dari Sumber Daya
Manusia yang kompeten, berkualitas dan profesional, serta konsisten dalam
menerapkan SOP pelayanan, sehingga pelayanan yang diberikan dapat memuaskan

dan diterima oleh stakeholder dengan baik.
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Pada indikator index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan
peradilan sangat ditunjang oleh program penyelesaian perkara, peningkatan
manajemen peradilan agama, program dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dan program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur Mahkamah Agung yang membantu dalam rangka menciptakan
sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya operasional perkantoran
dengan baik serta penyediaan sarana prasarana, sehingga hakim dan aparat lainnya
dapat bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta

menciptakan kenyamanan kepada para pengguna layanan.

Sasaran

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Strategis 2

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi
penyelenggaraan penyelesaian perkara dengan tertib administrasi agar salinan putusan
yang dikirimkan ke Pengadilan Agama Pengaju tepat waktu. Sasaran lainnya pada sasaran
strategis 2 ini dimaksudkan untuk peningkatan akses atas informasi perkara yang menarik
perhatian masyarakat melalui publikasi putusan agar dapat diakses oleh semua pihak secara
cepat, transparan, dan akuntabel.

Pada sasaran ini ditandai dengan 1 (satu) indikator bersifat out come, pencapaian target
indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2021 dan 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 25 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2021 dan 2022

CAPAIAN
2021

INDIKATOR KINERJA

1 |Persentase salinan putusan perkara perdata 100% 100% 100%
yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju

tepat waktu

Berdasarkan tabel tersebut, dapat didapati bahwa semua indikator dari sasaran
strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi

Agama Surabaya telah mencapai target yang telah ditetapkan.
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Tabel 26 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021 dan 2022

Persentasesalinanputusanyangdikirim ke Pengadilar
Pengajuepat waktu

100,00%
80,00%
B Persentasaalinanputusan
60,00% yangdikirim ke Pengadilan
Pengaju tepatvaktu

40,00%

Tahun2020 Tahun2021 Tahun2022

1. Penjelasan sasaran strategis 2 pada indikator 1, yaitu persentase salinan putusan
perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju tepat waktu
Indikator salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju
tepat waktu merupakan perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirim ke
Pengadilan Agama Pengaju dengan jumlah putusan yang diputus pada tahun berjalan.
Indikator ini merupakan tolak ukur kecepatan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
dalam mengirimkan salinan putusan hasil penyelesaian perkara oleh Majelis Tingkat
Banding kepada Pengadilan Agama Pengaju secara tepat waktu agar para pihak pencari

keadilan dapat segera mengetahui hasil penyelesaian atas perkaranya.

Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
x100%

Jumlah Perkara yang Diputus

Tabel 27 Capaian Kinerja Penyampaian Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan
Agama Pengaju Tepat Waktu Tahun 2020, 2021, dan 2022

INDIKATOR KINERJA 1
PENYAMPAIAN
PERKARA
NO TAHUN SALINAN
YANG REALISASI TARGET CAPAIAN
PUTUSAN
DIPUTUS
TEPAT WAKTU
1 2020 525 508 96,76% 90% 107,51 %
2 2021 519 519 100% 100 % 100 %
3 2022 526 526 100% 100 % 100 %
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Tabel 28 Persentase Penyampaian Salinan Putusan Tepat Waktu

101,00%

100,00%
99,00%
98,00%
97,00%
96,00% .
95,00% e

m 2020 m2021 m2022

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memiliki aplikasi AREMA (Aplikasi Register dan

Amar Putusan), aplikasi ini berbasis website dan dapat diakses di https://suramadu.pta-

surabaya.go.id/arema bagi petugas / administrator di Pengadilan Tingkat Banding, dan

outputnya adalah berbasis Whatsapp bagi para pihak / masyarakat pencari keadilan.

Aplikasi ini memberikan kemudahan para pihak untuk menerima informasi perkara
apabila perkara telah terdaftar/ teregister dan informasi perkara sesaat diputus oleh
Majelis Hakim maka amar putusan dapat diinformasikan kepada para pihak. Hal ini
tentunya sangat bermanfaat bagi para pihak karena mendapat informasi lebih awal
tentang putusan perkaranya, walaupun secara hukum acara Pengadilan Agama pengaju
harus memberitahukan isi putusan banding.

a. Perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2022

Tabel 29 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 pada
Indikator Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat
Waktu
TARGET REALISASI CAPAIAN

2022 2022 2022

INDIKATOR KINERJA

Persentase salinan putusan yang 100% 100% 100%
dikirim ke Pengadilan pengaju tepat

waktu
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Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator salinan putusan yang
dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju secara tepat waktu adalah 100%, di mana
dari 526 perkara yang diputus tahun 2022 seluruhnya dikirimkan ke Pengadilan
Agama Pengaju secara tepat waktu. Oleh karena itu, realisasinya adalah 526/526 x
100% = 100%. Sehingga, capaian pada indikator salinan putusan yang dikirimkan

ke Pengadilan Agama Pengaju secara tepat waktu adalah 100/100 x 100% = 100%.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Tabel 30 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan
2021 pada Indikator Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan
Pengaju Tepat Waktu

CAPAIAN
2021 2022

INDIKATOR KINERJA

Persentase salinan putusan yang dikirim ke 100 % 100 % 100 %

Pengadilan Agama pengaju tepat waktu.

Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam 2 (dua) tahun terakhir ini
terkait dengan capaian kinerja salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama
Pengaju tepat waktu pada tahun 2020, 2021 dan 2022 dapat dipertahankan dengan
capaian 100%. Hal ini menggambarkan optimisme dan komitmen Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya dalam pemenuhan penyampaian salinan putusan secara

tepat waktu.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi
yang dilakukan

Keberhasilan pada indikator salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan
Agama Pengaju tepat waktu telah memenuhi target, baik tahun 2022 maupun tahun
sebelumnya. Keberhasilan pada indikator ini karena pelaksanaan dan efisiensi
terhadap penyelesaian perkara secara cepat, tepat, dan transparan. Disamping itu,
Hakim saat membacakan putusan sudah siap putusannya sehingga sesaat setelah
diputus salinan putusan bisa dikirimkan ke Pengadilan Agama Pengaju, hal ini
sebagai wujud pelaksanaan SOP yang secara konsisten diterapkan oleh semua

pihak serta didukung oleh penyediaan sarana prasarana yang menunjang.
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Untuk mempertahankan capaian indikator kinerja tersebut, Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya berupaya melakukan langkah-langkah, antara lain:
1) Pembinaan secara berkala dan DDTK administrasi kepaniteraan;
2) Melakukan diskusi hukum dengan para Hakim;
3) Reviu SOP Pelayanan perkara;
4) Penerapan inovasi aplikasi AREMA untuk pemberitahuan amar putusan;

5) Koordinasi dengan kantor pos dan jasa pengiriman secara maksimal.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia

Analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada indikator
salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju secara tepat waktu
dapat terlihat jika kita membandingkan antara penanganan penyelesaian perkara
dengan jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju secara
tepat waktu, dilihat dari Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya.

Gambaran penyelesaian perkara yang menunjukkan jumlah salinan putusan
yang dikirimkan ke Pengadilan Agama Pengaju tahun 2020, 2021 dan 2022 dapat
disajikan pada tabel berikut:

Tabel 31 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia pada Indikator
Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

SALINAN PUTUSAN YANG
TAHUN PERKARA YANG JUMLAH
DIKIRIM KE PA PENGAJU
PENYELESAIAN DIPUTUS HAKIM
TEPAT WAKTU
2020 525 508 26
2021 519 519 23
2022 526 526 21

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2022 mengalami kenaikan
prosentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu, pada
tahun 2022 terdapat 526 perkara yang diputus dan secara keseluruhan dikirimkan
secara tepat waktu (100%). Hal ini dikarenakan kinerja yang optimal dari sumber
daya manusia yang ada yakni dengan jumlah Hakim 21 orang, termasuk Ketua dan
Wakil Ketua dibantu 23 Panitera Pengganti termasuk Panitera, sehingga
penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan baik dan salinan putusan dapat

dikirim secara tepat waktu.
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e. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Pada
indikator salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju

tepat waktu ini sangat ditunjang oleh program penyelesaian perkara, peningkatan
manajemen peradilan agama, program dukungan manajemen, dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dan program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur Mahkamah Agung yang membantu dalam rangka menciptakan
sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya operasional perkantoran
dengan baik, serta penyediaan sarana prasarana sehingga Hakim dan aparat
lainnya dapat bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
khususnya dalam pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Agama Pengaju secara
tepat waktu.

Selain itu, tercapainya target kinerja dalam indikator ini juga dipengaruhi
karena adanya efisiensi penyelesaian perkara secara pasti, tepat, cepat, transparan,
dan akuntabel dari pihak Hakim dan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya, pengimplikasian dari SOP dan aplikasi SIPP, serta tersedianya sarana dan
prasarana yang lengkap dan memadai. Ketersediaan Sumber Daya Manusia, antara
lain Hakim, Panitera Muda Banding, Panitera Pengganti, dan Pegawai juga turut

andil dalam percepatan pengiriman berkas banding.

Sasaran

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang Bermutu

Strategis 3

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan mutu pelayanan terhadap masyarakat
pencari keadilan, salah satunya dengan adanya pembinaan dan pengawasan pada Pengadilan
Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan pengaduan yang ditindaklanjuti.
Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi
3 (tiga) indikator, sebagai berikut:

1. Indikator persentase hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti
Indikator ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan

Tinggi Agama Surabaya selaku Pengadilan Tingkat Banding atas fungsi pembinaan dan

pengawasan sekaligus sebagai salah satu faktor untuk meningkatkan kepercayaan

publik kepada pengadilan.
Dengan perbandingan antara jumlah hasil pembinaan dan pengawasan yang
ditindaklanjuti dengan jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan di tahun

berjalan oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang (Hawasbid) dan Hakim Tinggi Pengawas
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Daerah (Hatiwasda). Pelaksanaan pengawasan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
terdiri dari 2 (dua) kegiatan, meliputi:
a. Pengawasan bidang
Pengawasan bidang merupakan pengawasan internal pada Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya. Guna melaksanakan fungsi pengawasan internal tersebut, telah
ditunjuk Hakim Tinggi Pengawas Bidang. Adapun bidang-bidang yang menjadi
objek pemeriksaan dalam pengawasan ini sebagaimana tertuang dalam SK W13-
A/4825/PS.01/SK/9/2022 tanggal 08 September 2022, antara lain:
1) Bidang manajemen peradilan dan pelayanan publik
2) Bidangadministrasi perkara
3) Bidangadministrasi persidangan

4) Bidang administrasi umum

Tabel 32 Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2022

ﬂ NAMA ‘ JABATAN BIDANG PENGAWASAN
Drs. H. Achmad Hanifah, M.HES. Wakil Ketua | Koordinator Pengawasan
SDM
Drs. Saherudin Hakim Tinggi | Prasarana IT, pelayanan

publik, website, dan meja

informasi

Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. Hakim Tinggi | Penanganan pengaduan dan

permasalahan hukum

Drs. H. Nanang Faiz Hakim Tinggi | Upload putusan dan

pengiriman salinan putusan

2 ‘ Bidang Administrasi Perkara

Drs. Akhmad Abdul Hadji, S.H., M.H. Hakim Tinggi | Prosedur penerimaan perkara
dan e-Court
Drs. H. Mahmud, S.H., M.H. Hakim Tinggi | Laporan perkara dan

kearsipan perkara

Drs. H. Mas’ud Hakim Tinggi | Register perkara

Drs. H. Muhammad Syafi’ie Thoyyib, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | Keuangan perkara
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\[0) NAMA JABATAN BIDANG PENGAWASAN
3 | Bidang Adminitrasi Persidangan

dan catatan sidang

Drs. Muhajir, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi | Minutasi dan pemberkasan

ﬂ Bidang Administrasi Umum

Drs. Mahmudi, M.H. Hakim Tinggi | Tata persuratan

Drs. Tata Sutayoga, S.H., M.H. Hakim Tinggi | Kepegawaian/ SIKEP

Sulhan, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi | Keuangan DIPA (realisasi
DIPA)

Dr. Drs. Muhlas, S.H., M.H. Hakim Tinggi | Inventaris/ SIMAK-BMN

Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H. Hakim Tinggi | Perpustakaan dan kebersihan
lingkungan

b. Pengawasan daerah

Pengawasan pada Pengadilan Agama dalam rangka untuk menjamin agar
proses peradilan di tingkat pertama berjalan sebagaimana mestinya. Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding memiliki kewenangan
untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengadilan Agama se
wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengawasan daerah dilakukan
sebanyak 2 (dua) kali selama 1 (satu) tahun dan pelaksanaan dari kegiatan
pengawasan ini dibiayai oleh anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Pembinaan di
mana tim ini nantinya membuat Laporan Hasil Pengawasan (LHP) sebagai dasar
bagi Pengadilan Agama untuk melakukan perbaikan atas temuan dalam LHP
tersebut sekaligus kontrak kinerja antara Pengadilan Agama terperiksa dengan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Setelah dilakukan perbaikan, maka Pengadilan
Agama yang menjadi objek terperiksa mengirimkan Laporan Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan (TLHP).

Berikut merupakan pengawasan daerah yang sudah dilakukan ke Pengadilan

Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya:
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NO

SATUAN KERJA

Tabel 33 Rekapitulasi Pengawasan Daerah Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2022

TANGGAL

HATIWASDA

KEPANITERAAN

KESEKRETARIATAN

1 | PA Kraksaan 19 s.d. 22 April 2022 Drs. Solihun, S.H., M.H. Dra. Sri Pratiwiningrum, M.HES. Nugraheni Puji Hartini, S.Akun.
2 | PA Lumajang
3 | PAPasuruan 13 s.d. 14 April 2022 Drs. Saherudin Dra. Hj. Suffana Qomah Lukmanul Hakim, SE., SH.
4 | PA Kota Malang 16 s.d. 17 Juni 2022 Drs. Saherudin Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H. Dhita Novia Widaningsih, S.Psi.
5 | PA Kab. Kediri 16 s.d. 17 Juni 2022 Drs. H. Nanang Faiz Dra. Sri Pratiwiningrum, M.HES. Adip Tohari
6 | PAKab. Malang 16 s.d. 17 Juni 2022 Sulhan, S.H., M.Hum. Dra. Hj. Suffana Qomah Argita Budi Mawarni, S.H.
Nurunnisaul Jannah, S.H.
7 | PAProbolinggo 16 s.d.17 Juni 2022 Drs. H. Mahmudi, M.H. Diana Kholidah, S.H., M.H. Irma Ratna Sari, S.Psi.
8 | PAKab. Madiun 20 s.d. 23 Juni 2022 Drs. H. Makmun, S.H., M.H. Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun Lukmanul Hakim, SE., SH.
9 | PA Kota Madiun
10 | PA Bangkalan 20 s.d. 21 Juni 2022 Drs. H. Mas'ud Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H. Qurrotul "Aini, S.IAN.
Naini Tiastuti, S.H., M.H.
11 | PA Sampang 27 s.d. 28 Juni 2022 Drs. H. Mas'ud Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H. Qurrotul "Aini, S.TAN.
Naini Tiastuti, S.H., M.H.
12 | PA Bondowoso 20 s.d. 23 Juni 2022 Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. Dra. Hj. Muzayyanah, M.H. Benny Hardiyanto, S.H.
13 | PAJember Diana Kholidah, S.H., M.H.
14 | PA Magetan 27 s.d. 30 Juni 2022 Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H. Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H. Yolanda Aufa Wiraga Ayu, S.Sosio.
15 | PA Ngawi
16 | PA Bojonegoro 20 s.d. 23 Juni 2022 Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H.,, M. Khusnul Yakin, S.Ag., M.H.P. Novita Mahdiyah Izzati, S.H.
17 | PA Tuban M.H.
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HATIWASDA

KEPANITERAAN

KESEKRETARIATAN

18 | PA Blitar 27 s.d. 28 Juni 2022 Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H. Dra. Hj. Suffana Qomah Rachmad Firman Kristanto, S.Mn.
19 | PA Surabaya 27 s.d. 28 Juni 2022 Drs. Saherudin Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H. Argita Budi Mawarni, S.H.
Hj. Nurhayati, S.H.,M.H.
20 | PA Lamongan 28 Juni s.d. 01 Juli 2022 Drs. H. Sugito Musman, S.H Eva Ervina, S.E,, S.H., M.H. Dimas Hirawan, S.H., M.H.
21 | PA Gresik
22 | PA Banyuwangi 27 Juni s.d. 01 Juli 2022 Drs. H. Mahmud, S.H., M.H. As'ad, S. Ag. Rusmin Rapi, S.T., S.H., M.H.
23 | PA Situbondo Bambang Subroto, S.H., M.H.
24 | PA Pamekasan 27 Juni s.d. 01 Juli 2022 Drs. H. Muhammad Syafi'ie Thoyyib, | Muhammad Sun’an, S.H. Ricky Riyyanno,S.E.,S.H.,M.H.
25 | PA Sumenep S.H., M.H
26 | PA Kangean
27 | PA Kota Kediri 04 s.d. 05 Juli 2022 Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H Dra. Hj. Muzayyanah, M.H. Ayunda Septia Putri, S.E.I.
28 | PASidoarjo 04 s.d. 07 Juli 2022 Sulhan, S.H., M.Hum. H. Mukolilj, S.H. Nur Sa’adah Muhammad, S.H.I.
29 | PA Bangil
30 | PA Tulungagung 04 s.d. 07 Juli 2022 Drs. H. I[dham Khalid, S.H., M.H. Hj. Siti Rofi'ah, S.H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H.,
31 | PATrenggalek M.H.
32 | PAJombang 14 s.d. 15 Juli 2022 H. Supangkat, S.H., M.Hum. Hj. Nurhayati, S.H., M.H. Agus Widyo Susanto, S.H.,MH
33 | PA Mojokerto 07 s.d. 08 Juli 2022
34 | PA Pacitan 04 s.d. 08 Juli 2022 Drs. H. Nanang Faiz Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H. Ika Karlina, S.H.
35 | PAPonorogo
36 | PA Nganjuk 07 s.d. 08 2022 Drs. H. Mahmudi, M.H. Dra. Hj. Suffana Qomah Muh. Basuki Kurniawan, A.Md.
37 | PA Bawean 02 s.d. 04 Agustus 2022 | Drs. H. Mahmudi, M.H. M. Khusnul Yakin, S.Ag., M.H.P. Widya Chandra A.Y., A.Md.
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NO

Pembinaan dan Monev Pengawasan

SATUAN KERJA

TANGGAL

Tabel 34 Rekapitulasi Pembinaan dan Monev Pengawasan

HATIWASDA

KEPANITERAAN

KESEKRETARIATAN

1 | PABondowoso 10 s.d. 11 November Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. Eva Ervina, S.E., S.H., M.H. Nurman Saputra, S.H., M.M., M.H.
2022

2 | PAPasuruan 10 s.d. 11 November Drs. Saherudin Dra. Sri Pratiwiningrum, M.HES. | Adip Tohari
2022

3 | PA Bojonegoro 10 s.d. 11 November Drs. H. Syaiful Heja, M.H. Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun, M.E. | Rusmin Rapi, S.T., S.H., M.H.
2022

4 | PABlitar 10 s.d. 11 November Drs. H. Mas’ud Dra. Hj. Muzayyanah, M.H. Dr. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.
2022 H. M. Nidzom Anshori, S.H., M.H.

5 | PASidoarjo 10 s.d. 11 November Drs. H. Nanang Faiz Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H. Ika Karlina, S.H., M.H.
2022

6 | PASumenep 14 s.d. 15 November Dr. Drs. Muhlas, S.H., M.H. Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H. Ricky Riyyanno, S.E., S.H., M.H.
2022

7 | PAMagetan 14 s.d. 15 November Drs. Wahyudi, S.H., M.H. Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H. Benny Hardiyanto, S.H.
2022

8 | PA Kraksaan 14 s.d. 15 November Sulhan, S.H., M.Hum. Hj. Nurhayati, S.H., M.H. Nur Sa’adah Muhammad, S.H.I.
2022

9 | PA Banyuwangi 14 s.d. 16 November Drs. H. Mahmud, S.H., M.H. H. Mukolili, S.H. Lukmanul Hakim, S.E., S.H.
2022

10 | PA Pacitan 14 s.d. 16 November Drs. Akhmad Abdul Hadji, S.H., M.H. Dra. Hj. Suffana Qomah Qurrotul "Aini, S.IAN.

2022
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2. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan
yang diterima.

Pada tahun 2022, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menerima surat pengaduan
sebanyak 48 berkas pengaduan/ status pengaduan dan status pengaduan yang
ditangani berjumlah 48. Jumlah pengaduan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan
tahun sebelumnya yang berjumlah 29 pengaduan. Keseluruhan jumlah pengaduan
bukan disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya, melainkan dari pengaduan/ keluhan dari Pengadilan Agama yang
didelegasikan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengaduan masyarakat tersebut ditindaklanjuti berdasarkan kententuan
Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan
Pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di
Bawahnya. Pengaduan yang masuk/ diterima tersebut selanjutkan ditanggapi dengan
cara membentuk tim untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap terlapor
dan pihak-pihak terkait.

Sebagai gambaran penanganan pengaduan selama tahun 2022 dapat dilihat pada

tabel di bawabh ini:
Tabel 35 Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti pada Tahun 2022

JUMLAH DAN STATUS | JUMLAH PENGADUAN JUMLAH
PENGADUAN YANG YANG SELESAI PENGADUAN

JUMLAH PENGADUAN

YANG MASUK
DITINDAKLAN]JUTI DITINDAKLANJUTI = YANG TERSISA

Berikut merupakan pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2022:

Tabel 36 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA
2021 2022
1 | Persentase hasil pembinaan dan 100% 100% 100%
pengawasan yang ditindaklanjuti
2 | Persentase pengaduan yang 100% 100% 100%
ditindaklanjuti
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1. Penjelasan sasaran strategis 3 pada indikator 1, yaitu persentase hasil pembinaan dan
pengawasan yang ditindaklanjuti

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Tabel 37 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 pada Indikator Persentase
Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Ditindaklanjuti

INDIKATOR KINERJA TARGET  REALISASI CAPAIAN

Persentase hasil pembinaan dan 100% 100% 100%

pengawasan yang ditindaklanjuti

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator persentase hasil pembinaan
dan pengawasan yang ditindaklanjuti adalah 100%, di mana dari 56 laporan hasil
pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas
Bidang dan Daerah di internal Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan
Agama Se Jawa Timur tahun 2022 seluruhnya telah ditindaklanjuti secara tepat
waktu maksimal 1 (satu) bulan sejak pelaksanaan pengawasan, sesuai dengan
kontrak kinerja yang disepakati oleh tim pengawas dan pimpinan satker. Oleh
karena itu, realisasinya adalah 56/56 x 100% = 100%. Sehingga, capaian pada
indikator persentase hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti adalah

100/100x 100% = 100%.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021

Tabel 38 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 pada Indikator
Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Ditindaklanjuti

CAPAIAN
2021 2022
Persentase hasil pembinaan dan 100% 100% 100%

INDIKATOR KINERJA

pengawasan yang ditindaklanjuti

Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam hal hasil pembinaan dan
pengawasan yang ditindaklanjuti antara tahun 2021 dengan tahun 2022 telah
tercapai 100%.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi
yang dilakukan

Keberhasilan pada indikator jumlah hasil pengawasan yang ditindaklanjut

adalah adanya sumber daya manusia yang kompeten untuk menjadi tim pembinaan

dan pengawasan, komitmen yang kuat dari satuan kerja terperiksa dalam

menindaklanjuti hasil dari pembinaan dan pengawasan. Selain itu juga didukung
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dengan tersedianya anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membantu dalam menciptakan sumber
daya manusia yang berkualitas, serta peran aktif Hakim Tinggi Pengawas dalam

melakukan pembinaan dan pengawasan.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia
Analisis terhadap efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada indikator
persentase hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti dapat dilihat
dengan membandingkan antara jumlah satuan kerja dengan jumlah SDM Hakim
Tinggi Pengawasan Daerah yang didampingi dari unsur Kepaniteraan dan

Kesekretariatan, sebagaimana yang terlampir pada tabel berikut:

Tabel 39 Pengawasan Periode Bulan April s.d. Agustus Tahun 2022

JUMLAH JUMLAH JUMLAH
NO SATUAN KERJA HAKIM PENDAMPING PENDAMPING
TINGGI KEPANITERAAN  KESEKRETARIATAN
1 PA Kraksaan 1 1
2 PA Lumajang 1 1
3 PA Pasuruan 1 1 1
4 PA Kota Malang 1 1 1
5 PA Kab. Kediri 1 1 1
6 PA Kab. Malang 1 2 1
7 PA Probolinggo 1 1 1
8 PA Kab. Madiun 1 1 1
9 PA Kota Madiun 1 1 1
10 | PA Bangkalan 1 2 1
11 | PA Sampang 1 2 1
12 | PA Bondowoso 1 2 1
13 | PAJember 1 2 1
14 | PA Magetan 1 1 1
15 | PA Ngawi 1 1 1
16 | PA Bojonegoro 1 1 1
17 | PATuban 1 1 1
18 | PABlitar 1 1 1
19 | PA Surabaya 1 2 1
20 | PALamongan 1 1 1
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JUMLAH JUMLAH JUMLAH

SATUAN KERJA HAKIM PENDAMPING PENDAMPING
TINGGI KEPANITERAAN  KESEKRETARIATAN
21 | PAGresik 1 1 1
22 | PA Banyuwangi 1 2 1
23 | PASitubondo 1 2 1
24 | PA Pamekasan 1 1 1
25 | PA Sumenep 1 1 1
26 | PAKangean 1 1 1
27 | PA Kota Kediri 1 1 1
28 | PASidoarjo 1 1 1
29 | PA Bangil 1 1 1
30 | PATulungagung 1 1 1
31 | PA Trenggalek 1 1 1
32 | PAJombang 1 1 1
33 | PA Mojokerto 1 1 1
34 | PAPacitan 1 1 1
35 | PAPonorogo 1 1 1
36 | PANganjuk 1 1 1
37 | PABawean 1 1 1

Tabel 40 Pengawasan Periode Bulan November Tahun 2022

JUMLAH JUMLAH JUMLAH
SATUAN KERJA HAKIM PENDAMPING PENDAMPING
TINGGI KEPANITERAAN | KESEKRETARIATAN
1 PA Bondowoso 1 1 1
2 PA Pasuruan 1 1 1
3 PA Bojonegoro 1 1 1
4 PA Blitar 1 1 2
5 PA Sidoarjo 1 1 1
6 PA Sumenep 1 1 1
7 PA Magetan 1 1 1
8 PA Kraksaan 1 1 1
9 PA Banyuwangi 1 1 1
10 | PAPacitan 1 1 1
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Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Pada
indikator persentase hasil pembinaan dan pengawasan yang

ditindaklanjuti ini, program pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang

menunjang atau mendukung dan menjadikan indikator ini berhasil, yaitu program

peningkatan manajemen Peradilan Agama yang membantu dalam menciptakan
sumber daya manusia yang berkualitas melalui pembinaan serta monitoring dan
evaluasi pelaksanaan pengawasan. Adapun kegiatan dalam program ini meliputi
pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan, serta menindaklanjuti temuan hasil pengawasan. Berikut merupakan

faktor pendukung terselenggaranya pembinaan dan pengawasan sepanjang tahun

2022, antara lain:

1) Pelaksanaan program pengawasan yang sesuai dengan perencanaan dan
program yang telah ditetapkan;

2) Adanya komitmen dari masing-masing tim pembinaan dan pengawasan dalam
menjalankan tugasnya sesuai sebagaimana dengan jadwal serta Sumber Daya
Manusia yang kompeten ;

3) Ketersediaan anggaran dari 2 (dua) DIPA yang dimiliki Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya, yaitu anggaran Program Dukungan Manajemen (DIPA 01)
dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (DIPA 04);

4) Tersedianya sarana dan prasarana yang sangat menunjang keberhasilan dalam
pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

5) Ketentuan pada pengusulan satuan kerja dalam rangka penilaian Zona
Integritas (ZI) yang mempersyaratkan harus telah menindaklanjuti hasil

temuan sehingga memaksimalkan capaian pada indikator ini.

2. Penjelasan sasaran strategis 3 pada indikator 2, yaitu persentase pengaduan yang

ditindaklanjuti

a.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selama periode Januari hingga Desember
2022 telah menerima sebanyak 48 pengaduan dari 22 Pengadilan Agama se Jawa
Timur dan semuanya dapat ditindaklanjuti dengan capaian seperti tersebut dalam

tabel berikut:
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Tabel 41 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 pada Indikator Persentase Pengaduan yang
Ditindaklanjuti

JUMLAH JUMLAH

INDIKATOR PENGADUAN PENGADUAN
TARGET REALISASI | CAPAIAN

KINERJA YANG YANG
DITERIMA  DITINDAKLANJUTI
Persentase 48 48 100% 100% 100%

pengaduan yang

ditindaklanjuti

Berdasarkan data pengaduan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari 48
pengaduan yang masuk/ diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada
tahun 2022 sebanyak 48 pengaduan telah ditindaklanjuti, 2 pengaduan telah
ditindaklanjuti tetapi belum selesai, karena pengaduan baru masuk di tanggal 27
Desember 2022 sudah dilakukan proses klarifikasi tinggal proses penyelesaiannya
di awal tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, nilai capaian

sebesar:

[ Tingkat capaian = (48/48) x 100% = 100% ]

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021

Tabel 42 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 pada Indikator Persentase
Pengaduan yang Ditindaklanjuti

CAPAIAN ‘
INDIKATOR KINERJA

2020 2021 2022

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 96,55% 100% 100%

Capaian kinerja pada indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
mengalami kenaikan pada tahun 2022, yaitu dengan capaian 100% dari tahun

sebelumnya yang mencapai 96,55%.

c. Analisis penyebab penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan
Kenaikan capaian kinerja pada indikator persentase pengaduan yang
ditindaklanjuti disebabkan karena semua pengaduan yang masuk di Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya langsung ditindaklanjuti dengan proses klarifikasi pada
Pengadilan Agama yang menjadi obyek Pengaduan. Ada 2 pengaduan yang diterima
ditanggal 27 Desember 2022 sudah langsung dimintakan klarifikasi tinggal

penyelesaian pengaduan di bulan awal tahun 2023.
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Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia

Penggunaan efisiensi di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya jika dihubungkan
dengan indikator ini yaitu sangat efektif dan efisien. Hal ini karena telah dibentuk
Tim Penyelesaian Pengaduan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya guna
memeriksa pengaduan yang masuk atau diterima. Selain itu, setiap pelaksanaan
tugas tersebut selalu mengacu kepada Standar Operasional Prosedur yang sudah

ditetapkan oleh Pimpinan sebagai standar dalam pelaksanaan tugas.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian
kinerja

Capaian pada indikator ini dapat didukung oleh program peningkatan
manajemen Peradilan Agama dengan kegiatan yang berupa tindaklanjut pengaduan
yang diterima dan mengadakan lomba kinerja administrasi perkara dan

kesekretariatan.

B. REALISASTANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja sebagaimana yang tertuang pada Indikator

Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis 2020-2024 yang dijabarkan dalam Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK), Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

didukung dengan 2 (dua) DIPA, 2 (dua) program, dan 3 (tiga) kegiatan dengan jumlah pagu

sebesar Rp 24.164.730.000,00 (dua puluh empat miliar seratus enam puluh empat juta tujuh

ratus tiga puluh ribu rupiah). Rincian program dan besaran realisasi anggarannya dapat

dijelaskan pada uraian, berikut:

Tabel 43 Pagu dan Realisasi Program Dukungan Manajemen

REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN

PROGRAM

Rp % Rp

Program Dukungan Manajemen 23.404.066.000 | 23.307.738.718 99,59 | 96.327.282

%
0,41

Program Peningkatan dan 760.664.000 757.624.704 99,60 3.039.296

Pelayanan Hukum

JUMLAH 24.164.730.000 24.065.363.422 99.366.578

0,40

0,41
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Grafik 4 Pagu dan Realisasi Program Dukungan Manajemen
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1. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (Program Dukungan Manajemen)
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menerima DIPA 01 Badan Urusan Administrasi
dengan Nomor SP DIPA-005.01.2.308170/2022 tanggal 17 November 2021 dengan
jumlah anggaran sebesar Rp 23.404.066.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus

empat juta enam puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut

Tabel 44 Pagu dan Realisasi DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

PER 31 DESEMBER T.A. 2022

JENIS

REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN

RINCIAN OUTPUT
Rp % Rp %
Layanan Perkantoran 22.022.716.000 | 21.928.433.293 | 99,57 | 94.282.707 | 0,43
Layanan Umum 749.350.000 749.305.425 | 99,99 44,575 | 0,01
Layanan Sarana dan 632.000.000 630.000.000 | 99,68 2.000.000 | 0,32

Prasarana Internal

JUMLAH 23.404.066.000 23.307.738.718 b 96.327.282
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RINCIAN OUTPUT

Grafik 5 Pagu dan Realisasi DIPA 01 Badan Urusan Administrasi
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Tabel 45 Pagu dan Realisasi Rincian Output DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

PER 31 DESEMBER T.A. 2022
REALISASI ANGGARAN ‘ SISA ANGGARAN

JENIS

Rp %

Layanan Perkantoran

Gaji dan Tunjangan 17.545.912.000 | 17.470.449.648 | 99.57 | 75.462.352 | 0.43

Operasional dan 6.157.760.000 6.134.378.451 | 99.62 | 23.381.549 | 0.38

Pemeliharaan Kantor

JUMLAH 23.703.672.000 23.604.828.099 ‘ ‘ 98.843.901

Layanan Umum

Non Opersional Satker 509.417.000 509.240.141 | 99.97 176.859 | 0.03

Daerah

JUMLAH 509.417.000 509.240.141 ‘ 99.97 ‘ 176.859

Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Belanja Modal 544.790.000 543.962.455 | 99.85 827.545 | 0.15

JUMLAH ‘ 544.790.000 543.962.455‘ 99.85‘ 827.545

JUMLAH TOTAL ‘24.757.879.000 24.658.030.695‘ ‘ 99.848.305
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2. DIPA 04 Ditjen Badan Peradilan Agama (Program Penegakan dan Pelayanan Hukum)
Selain menerima DIPA 01 Badan Urusan Administrasi, Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya juga menerima DIPA 04 Ditjen Badan Peradilan Agama dengan Nomor SP
DIPA-005.04.2.309125/2022 tanggal 23 November 2021 dengan jumlah anggaran
sebesar Rp 406.324.000,00 (empat ratus enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu
rupiah).

Pada tahun 2022, selain mendapatkan DIPA dari Rupiah Murni, Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya juga mendapatkan tambahan anggaran yang bersumber dari
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 184.795.000,00 (seratus delapan
puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sehingga total pagu pada
tahun 2022 berjumlah Rp 591.119.000, 00 (lima ratus sembilan puluh satu juta seratus

sembilan belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46 Pagu dan Realisasi DIPA 04 Ditjen Badan Peradilan Agama

PER 31 DESEMBER T.A. 2022

JENIS REALISASI
SISA ANGGARAN

RINCIAN OUTPUT ANGGARAN
Rp % Rp %

Akreditasi Penjaminan 76.000.000 74.243.629 | 97.69 1.756.371 2.31
Mutu

Pembinaan Pemeriksaan 157.845.000 | 138.150.180 | 87.52 | 19.694.820 | 12.48
Yustisial

Bimtek/ Sosialisasi 26.950.000 26.100.000 | 96,85 850.000 3.15
Pengembangan dan

Pengelolaan PNBP

Kompetensi SDM 191.300.000 | 187.610.108 | 98.07 3.689.892 1.93
Monitoring Kebijakan | 139.024.000 | 133.015.719 | 95.68 6.008.281 4.32
Pelayanan Peradilan

JUMLAH 591.119.000 559.119.636 95,16 31.999.364

Grafik 6 Pagu dan Realisasi DIPA 04 Ditjen Badan Peradilan Agama
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Tabel 47 Pagu dan Realisasi Rincian Output DIPA 04 Ditjen Badan Peradilan Agama

PER 31 DESEMBER T.A. 2022

JENIS  ————————————
REALISASI ANGGARAN ‘ SISA ANGGARAN
RINCIAN OUTPUT
Rp ) Rp %
AKreditasi Penjaminan Mutu
Bimbingan 76.000.000 74.243.629 97.69 1.756.371 2.31

Implementasi
Integrasi APM dan ZI
pada Pengadilan

Tingkat Pertama
JUMLAH 76.000.000 74.243.629 97.69 1.756.371

Pembinaan Pemeriksaan Yustisial

Pembinaan dan 157.845.000 138.150.180 87.52 19.694.820 12.48

Pemeriksaan  Teknis
dan Administrasi
Yustisial Tingkat
Banding ke Tingkat

Pertama

JUMLAH 157.845.000 138.150.180 87.52 | 19.694.820

Bimtek/ Sosialisasi Pengembangan dan Pengelolaan PNBP

Sosialisasi PNBP 26.950.000 26.100.000 96,85 850.000 3.15
Teknis

JUMLAH 26.950.000 ‘ 26.100.000 96,85 ‘ 850.000
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PER 31 DESEMBER T.A. 2022
JENIS

RINCIAN OUTPUT

REALISASI ANGGARAN ‘ SISA ANGGARAN

%

Bimbingan Teknis 191.300.000 187.610.108 98.07 3.689.892
Kepaniteraan
Peradilan Agama

JUMLAH 191.300.000 187.610.108 98.07 3.689.892

Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan

1.93

Pembinaan dan 139.024.000 133.015.719 95.68 6.008.281
Pengawasan Layanan

Peradilan

JUMLAH 139.024.000 ‘ 133.015.719 95.68 ‘ 6.008.281

4.32

JUMLAH TOTAL 591.119.000 ‘ 559.119.636 95,16 31.999.364
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BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun 2022
menyajikan capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja yang tercermin dalam capaian Indikator
Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Pengukuran
capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator
kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi, sehingga dapat diketahui apakah sasaran
yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Jika hasil realisasi lebih tinggi daripada
target, maka hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja semakin baik.

Secara umum, sepanjang tahun 2022 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya sudah terlaksana dengan baik dan hasil capaian kinerja seperti yang ditetapkan
dalam Rencana Strategis secara umum dapat memenubhi target. Hal ini dapat terlihat dari
berbagai aspek yang telah dilaksanakan, antara lain: (1) persentase perkara perdata yang
diselesaikan tepat waktu; (2) persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
kasasi; (3) index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan; (4) persentase
salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu; (5) persentase hasil
pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti; dan (6) persentase pengaduan yang
ditindaklanjuti. Keberhasilan capaian ini karena kerja keras dan komitmen Pimpinan dan
seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun
2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi
sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan sarana
evaluasi guna perbaikan kinerja yang akan datang. Di samping itu, laporan ini juga
diharapkan menjadi media evaluasi secara bertahap terhadap pelaksanaan kinerja
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sehingga dapat dijadikan bahan koreksi dan perbaikan

kinerja selanjutnya.
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B. SARAN
Berikut merupakan saran atau rekomendasi yang perlu disampaikan atas penyusunan
dalam laporan ini, antara lain:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara lebih cermat
dengan mempertimbangkan tujuan organisasi dan kemampuan sumber daya yang
tersedia serta kemampuan yang ada, termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi
perubahan alokasi anggaran tahun berjalan dan langkah percepatan pelaksanaan
kegiatan pada awal tahun anggaran;

2. Pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target
indikator kinerja yang telah ditetapkan;

3. Peningkatan komitmen bersama aparatur Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat dan komitmen untuk mempertahankan keberlanjutan dari SAKIP sebagai
instrument yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menerapkan, dan
mengukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

4. Perluadanya peningkatan keterlibatan Pimpinan dalam implementasi SAKIP agar target
capaian kinerja dapat terpenuhi secara maksimal.

5. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah diperjanjikan

oleh seluruh stakeholder berikut dengan tindak lanjutnya.
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9.

LAMPIRAN

SK Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)

SK Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra)

SK Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Reviu IKU Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023

SOP Pengumpulan Data dan Penyusunan Laporan Evaluasi Triwulanan Realisasi PK dan
LKjIP

Struktur Organisasi

Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2022

10. Sertifikat SAKIP
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FORMULIR REVIU LAPORA N KINERJA TAHUN 2021
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Check
No Pernyataan List
1. Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data J
penting IP
2. LK telah menyajikan informasi target kinerja J
3. LK telah menyajikan capaian kinerja IP yang N
memadai
4. Telah menyajikan dengan lampiran yang J
mendukung informasi pada badan laporan
5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan N
6. Telah menyajikan  akuntablitas J
keuangan
2. Mekanisme | 1. LK]j IP disusun oleh unit kerja yang memiliki N
penyusunan tugas fungsi untuk itu
2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah
didukung dengan data yang memadai v
3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data
dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun \
LK]j
4. Telah ditetapkan penanggung jawab
pengumpulan data/informasi di setiap unit N
kerja
5. Data/informasi  kinerja yang
disampaikan dalam LKj telah diyakini N
keandalannya
6. Analisis/penjelasan dalam LK] telah diketahui N
oleh unit kerja terkait
7. LKjIP  bulanan  merupakan  gabungan N
partisipasi dari dibawahnya.
3. Substansi 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan
tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja N
2. Tujuan/sasaran dalam LK]j telah selaras dengan N
rencana strategis
3.Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka N

terdapat penjelasan yang memadai

4. Tujuan/sasaran dalam LK] telah sesuai dengan
tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja




No

Pernyataan

Check

List
5. Tujuan/sasaran dalam LK]j telah sesuai dengan
tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama \
6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka
terdapat penjelasan yang memadai v
7.Telah terdapat perbandingan data kinerjadengan
tahun lalu, standar nasional dansebagainya \
yang bermanfaat
8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ J
sasaran
9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang J
memadai

10.IKU dan IK telah SMART

(

e

Saherudin)

Surabaya, 22 Februari 2022

Pereviu 11

(Drs. H. Sarmin, M.H.)




Menimbang

Mengingat

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Nomor: W13-A/5680/0T.00/SK/10/2022

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2022 untuk mengukur
keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;

bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap
dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang

Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.

Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi;



Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Cara Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja

Utama;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA TAHUN 2022

: Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

: Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya.

: Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan
pada DIPA Tahun Anggaran 2022.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladi
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal 31 Oktober 2022

N )Y
\\1-,;__““*='L~_D'5I*.:_}£ ahruddin Muhammad, S.H., M.H.

S "NIP7195705021981031006



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
NOMOR . W13-A/5680/0T.00/SK/10/2022
TANGGAL  : 31 Oktober 2022

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

TAHUN 2022
NO JABATAN NAMA

1 Pembina Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.
2 Penanggung Jawab Drs. H. Sudirman S., S.H., M.H.
3 Pengarah Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.
4 Koordinator Agus Widyo Susanto, S.H., M.H.
5 Sekretaris Benny Hardiyanto, S.H.
6 Anggota 1. Nur Sa’adah Muhammad, S.H.I.

2. Dhita Novia Widaningsih, S.Psi.

3. Dimas Hirawan, S.H., M.H.
7 Sekretariat H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H.




Menimbang

Mengingat

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Nomor: W13-A/6660/0T.00/SK/12/2022

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2022 untuk mengukur
keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;

bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap
dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya Tahun 2022.

Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;



10.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Cara Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja
Utama;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024.
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN

KESATU

KEDUA

KETIGA

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
TAHUN 2022

: Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun
2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

: Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya.

: Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan

pada DIPA Tahun Anggaran 2022.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladi
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal 19 Desember 2022




LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
NOMOR : W13-A/6660/0T.00/SK/12/2022
TANGGAL : 19 Desember 2022

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

TAHUN 2022
NO JABATAN NAMA
1 Pembina Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.
2 Penanggung Jawab Drs. H. Sudirman S., S.H., M.H.
3 Pengarah Bidang Yudisial Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.
4 Pengarah Bidang Non Yudisial Agus Widyo Susanto, S.H., M.H.
5 Pelaksana Benny Hardiyanto, S.H.
6 Tim Pengolah Data 1. Nur Sa’adah Muhammad, S.H.I.

2. Dhita Novia Widaningsih, S.Psi.
3. Dimas Hirawan, S.H., M.H.
4. Argita Budi Mawarni, S.H.

7 Sekretariat H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H.




SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Nomor: W13-A/6661/0T.00/SK/12/2022

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LK;jIP)

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2022 PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai
akurasi, keandalan, dan keabsahan data/ informasi kinerja yang berkualitas;
bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap
dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang
Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun

2022 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa



kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Cara Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja
Utama;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 2049 /SEK/SK/XI1/2022 tentang
Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA.
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya.
KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan inidan

melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan
pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladi
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.




LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
NOMOR : W13-A/6661/0T.00/SK/12/2022
TANGGAL : 19 Desember 2022

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LK;jIP)

TAHUN 2022

NO JABATAN NAMA
1 Penanggung Jawab Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.
2 Koordinasi Validasi Data Drs. H. Sudirman S., S.H., M.H.
3 Ketua Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.
4 Sekretariat Agus Widyo Susanto, S.H., M.H.
5 | Anggota 1. Benny Hardiyanto, S.H.
2. Nur Sa’adah Muhammad, S.H.I.
3. Dhita Novia Widaningsih, S.Psi.
4. Argita Budi Mawarni, S.H.
5. Rachmad Firman Kristanto, S.Mn.
6. Isnayati, A.Md.
7. Dimas Hirawan, S.H., M.H.
6 Tim Pereviu Laporan Kinerja 1. Drs. Saherudin.
2.

Drs. H. Sarmin, M.H.




LAMPIRAN Il KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

W13-A/6661/0T.00/SK/12/2022
19 Desember 2022

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LK;jIP)

TAHUN 2022

NO JABATAN TUGAS
1 | Penanggung Jawab Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
2 | Koordinator Validasi Data Memvalidasi keabsahan data kinerja
3 | Ketua a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan
kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah
ditetapkan
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan
kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern
Pemerintah
4 | Sekretaris Mengkoordinasikan teknis penyusunan laporan kinerja
5 | Anggota Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta
menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit
Eselon [
6 | Tim Pereviu Laporan Kinerja Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa

laporan Kkinerja telah menyajikan informasi kinerja yang

andal, akurat, dan berkualitas




.\ Pengadilan
Surabaya

PERJANJIAN

KINERJA

® (031) 5681797
M ptasurabaya@gmail.com

@ www.pta-surabaya.go.id



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIANKINERIJAAHUN2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemg&h yang efektif, transparan dan akuntabel
sertaberorientasipadahasil, yandertanda tangardi bawahini :
Nama : Dr.H.BAHRUDDINIUHAMMAD S.H.M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Selanjutnyalisebutpihak pertama.

Nama : Dr. DrsACONUR, MH

Jabatan . DirekturJenderaBadanPeradilan Agama
Selakuatasanlangsungpihakpertama,selanjutnyadisebutpihak kedua

Pihak pertamaberjanji akan mewujudkan targedinerja yang seharusnya sesud@mpiran
perjanjianini, dalam rangka menapai target kinerja jangka menengatseperti yangtelah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasiladan kegagalanpencapaiantarget
kinerja tersebut menjaditanggung jawalkami.

Pihak kedua akan melakukansupervisiyang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadapcapaiarkinerjadari perjanjianini dan mengambiltindakan yang diperlukadalam
rangka pemberiapenghargaamansanksi.

Surabaya2 Januark023
PihakKedua PihakPertama
; ngadilaminggiAgama Surabaya

05021981031006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Terwujudnya proses a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat 97%
Peradilan Yang Pasti, waktu
Transparan dan

Akuntable b. Persentase Perkara Yang Tidak 63%

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

c. Index persepsi stakeholder yang puas 93%
terhadap layanan peradilan

A T tele L B (S Galite Ol 2. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke 100%
pengelolaan Pengadilan Pengaju tepat waktu
penyelesaian perkara

3. Peningkatan Kualitas a. Persentase Hasil Pembinaan dan 100%
Pengawasan Pengawasan yang ditindaklanjuti

b. Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti 100%

Kegiatan Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Rp. 25.091.081.000
Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Rp. 5.000.000
Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp 212.500.000
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RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

TARGET
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR I i i v
1. | Terwujudnya proses 1. Persentase perkara yang | 25% 25% 25% 23%
Peradilan Yang Pasti, diselesaikan tepat waktu
Transparan dan 2. Persentase Perkara Yang | 15% 16% 16% 16%
Akuntable Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi
3. Index persepsi stakeholder 94% 94% 94% 94%
yang puas terhadap layanan
peradilan
JADWAL DANA
NO AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN KELUARAN | PROGRAM KEGIATAN R
I [ [ [V (Rp)
1. - Percepatanregistrasi | V N v V' | Jumlah -Program -Pembinaan
perkara perkara Dukungan Administrasi
- Mempersingkat yang Manajemen | dan
waktu penundaan diputus -Program Pengelolaan
sidang meningkat Penegakan Keuangan
- Percepatan dan Badan Urusan
persidangan sesuai Pelayanan | Administrasi
SOP (sebelum 3 Hukum -Peningkatan
bulan) Mana].emen
- Pembacaan putusan Peradilan
. Agama
yang final
- Mengefektifkan one
day minute
- Publikasi putusan
pada hari pembacaan
putusan
2. |- Meningkatkan v | ¥ | ¥ | ¥ |Berkurangn |-Program  |-Pembinaan
kualitas putusan dan yaperkara | Dukungan | Administrasi
meningkatkan kasasi dari Manajemen | dan
transparansi proses tahun -Program Pengelolaan
penyelesaian perkara sebelumnya | Penegakan | Keuangan
dan Badan Urusan
Pelayanan Administrasi
Hukum -Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Agama
1




3. | - Menyediakan v YRR v Semakin -Program -Pembinaan
layanan konsultasi meningkat Dukungan Administrasi
masyarakat melalui pelayanan Manajemen | dan
website dan aplikasi prima PAse |-Program Pengelolaan

- Meningkatkan akses wilayah PTA | Penegakan | Keuangan
masyarakat melalui Surabaya dan Badan Urusan
media sosial Pelayanan Administrasi
- Tidak Hukum -Peningkatan
memberlakukan jam Manaj emen
istirahat pada Peradilan
layanan PTSP Agama
- Mengadakan
pelatihan service
excellent pada
petugas layanan
- Menindaklanjuti hasil
survey
- Memberikan
pembinaan secara
berkala kepada PA se
wilayah PTA
Surabaya
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR I HT ARGETIH v
2. | Peningkatan Efektifitas 1. Persentase Salinan Putusan 25% 25% 25% 25%
pengelolaan penyelesaian yang dikirim ke Pengadilan
perkara Pengaju tepat waktu
JADWAL
NO | AKSI/KEGIATAN | PELAKSANAAN | KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)
[| I | 10| IV

1. | - Percepatan VIV [V |V | Memperce |-Program -Pembinaan
minutasi pat Dukungan Administrasi
perkara oleh mendapatk | Manajemen dan
majelis an -Program Pengelolaan

- Pengiriman kepastian Penegakan dan Keuangan
berkas banding hukum Pelayanan Hukum | Badan Urusan
dan salinan Administrasi
putusan pada -Peningkatan
hari pembacaan Manaj.emen
putusan pada Peradilan
PA Pengaju Agama

- Mempercepat
proses
penyelesaian
perbaikan




produk tidak
sesuai (dan
pengiriman
kembali berkas
ke PA pengaju)
SASARAN TARGET
NO KEGIATAN INDIKATOR [ Il Il IV
3. | Peningkatan 1. Persentase Hasil Pembinaan dan 50% 50%
Kualitas Pengawasan yang ditindaklanjuti
Pengawasan
2. Persentase Pengaduan  yang | 25% 25% 25% 25%
ditindak lanjuti
JADWAL
NO AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN KELUARAN | PROGRAM | KEGIATAN | DANA (Rp)
I Im| 1| 1v
1. |- Melakukan pembinaan| v v Peningkatan | Penegakan | Peningkatan | 77.000.000
dan pengawasan kualitas SDM | dan Manajemen
- Melakukan monev teknis dan Pelayanan | Peradilan
tindak lanjut hasil non teknis Hukum Agama
pengawasan
2. |- Menindaklanjuti Vv |v [V [V |Memenuhi | Penegakan | Peningkatan | 77.000.000
pengaduan yang kebutuhan | dan Manajemen
diterima dari dan Pelayanan Peradilan
internal dan dari kepuasan Hukum Agama
Pengadilan Agama se masyar.akat
pencari
Jawa Timur keadilan

Surabaya, 2 Januari 2023

ddin Muhammad, S.H., M.H.
5021981031006




PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Jl.Mayjend. Sungkono No. 7 Telp.(031) 5681797/Fax.(031) 5680426
SURABAYA 60225

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DATA DAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI
TRIWULANAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA DAN LK|IP

KODE DOKUMEN . | SOP/AS/21
TGL. PEMBUATAN : 01/03/2021
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF - | 01/03/2021
,,,-f—;——,-asgahkan Oleh,

DOKUMEN MASTER : v

DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : 0 0 1
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI

DOKUMEN KADALUARSA

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Tinggi Agama Surabaya



PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

JI. Mayjend. Sungkono No. 7,
Telp.(031) 5681797/Fax.(031) 5680426
Surabaya 60225

Nomor SOP

: SOP/AS/21

Tanggal Pembuatan

: 01/03/2021

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

. 01/03/

Yamin Awie, S.H., M.H.
© 195512031981031001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DATA DAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI TRIWULANAN REALISASI
PERJANJIAN KINERJA DAN LKjIP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Rl Nomor 53 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Rl Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang Ada Di

bawahnya

151
2.S2

3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGAPAN

SOP Manual Mutu

SOP Penyusunan SAKIP

SOP Penyelesaian Perkara

1.
2.
3
4

SOP Laporan Bulanan dan Tahunan Perkara

Komputer, jaringan internet, data dan informasi terkait dengan SAKIP, printer,
scanner, ATK, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku




PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. | Jika SOP tidak dilaksanakan, maka laporan akuntabilitaskinerja
tidak akan berjalan dengan baik
2. | Jika pengumpul data kinerja tidak diselesaikan dengan baik dan

benar, maka kegiatan pelaporan akan terhambat

Laporan indikator kebutuhan unit, SK Tim Penyusun Laporan




PROSEDUR PENGUMPULAN DATA DAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI TRIWULANAN PERJANJIAN KINERJA DAN LKjIP

Pelaksana Mutu Baku
KEsUIBlbEg, Kabag./ Tim
b2 NagEli Operator F:nmud Keuangan Kasubbag. | Penyusun Pamterg/ Ketua Kelengkapan | Waktu Output Nl
ukum dan Renoro SAKIP Sekretaris
Kepegawaian Prog
1 | Panitera/ Sekretaris Disposisi/ 10 menit | Data laporan Awal bulan
memberikan perintah ke perintah bulanan perkara
Kabag./  Kasubbag. dan
Renprog untuk Kesekretariatan
menyiapkan data laporan
bulan an perkara dan
umum  sebagai  bahan < <
laporan realisasi |
Perjanjian Kinerja untuk
kemudian diinput pada
aplikasi e-SAKIP
Komdanas
2 | Mengklasifikasi dan Data laporan 45menit | Hasil input data | Awal bulan
menginput data laporan bulanan perkara laporan e-
bulanan pada aplikasi e- dan SAKIP
SAKIP Komdanas Kesekretariatane- Komdanas
3 | Memeriksa dan SAKIP 15menit | Laporan bulanan
menelaah laporan Komdanas e-SAKIP
bulanan realisasi Komdanasyang
Perjanjian Kinerja yang > sudahdiperiksa
terlah  diinput  pada
aplikasi e-SAKIP Disposisi
Komdanas
4 | Menyiapkan bahan e-SAKIP 60 menit
laporan evaluasi v Komdanas dan
triwulanan  realisasi data laporan
Perjanjian Kinerja bulanan
berdasarkan data yang
telah  diinput  pada
aplikasi e-SAKIP
Komdanas




Pelaksana Mutu Baku
: LGRS, Kabag./ Tim
No Kegiatan Operator FEmITe) || [KELEerE Kasubbag. | Penyusun Pamter.al Ketua | Kelengkapan| Waktu Output Ket.
Hukum dan Renbro SAKIP Sekretaris
Kepegawaian enprog

5 | Menyusun laporan Data laporan 15 jam Konsep laporan
evaluasi triwulanan | Tidak bulanan e- SAKIP triwulanan
realisasi Perjanjian G < Komdanas realiasasi
Kinerja Perjanjian

Kinerja

6 | Memeriksa dan Konsep laporan | 30 menit | Konsep laporan
menelaah laporan Tidak triwulanan triwulanan  yang
triwulanan realisasi > Q — realiasasi telah diparaf
Perjanjian Kinerja Perjanjian

Kinerja

7 | Memeriksa dan Konsep laporan | 15 menit | Laporan
menandatangani laporan Ya triwulanan triwulanan
evaluasi triwulanan —> realiasasi realisasi
realisasi Perjanjian Perjanjian Perjanjian
Kinerja Kinerja Kinerja

8 | Menyimpan laporan Konsep SK Tim | 10 menit | Arsip laporan
evaluasi triwulanan triwulanan
sebagai bahan LKjIP Perjanjian

Kinerja
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MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Visi : Mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Yang Agung
Misi : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2022
Tujuan .
Sasaran Target Strategis
Target
No . . . . Jangka L
Uraian IndikatorKinerja | Menengah Uraian Indikator Kinerja 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Program Kegiatan Indikator Kegiatan g:?::;f;
1 |Terwujudnya Persentase perkara 98% Terwujudnya . | Persentase perkara yang 97% | 97% | 97% | 98% | 98% |Program Peningkatan - Jumlah perkara yang Kepaniteraan
kepercayaan yang diselesaikan proses Peradilan diselesaikan tepat waktu Penegakan | Manajemen diselesaikan tepat waktu
masyarakat terhadap | tepat waktu. yang pasti, dan Peradilan - Berkurangnya jumlah
sistem peradilan transparan dan Pelayanan Agama sisa perkara di akhir
melalui proses akuntabel Hukum tahun
peradilan yang pasti,
transparan dan
akuntabel. Persentase perkara 63% . | Persentase perkara yang 75% | 75% | 63% | 63% | 63% |Program Peningkatan - Berkurangnya jumlah Kepaniteraan
yang tidak tidak mengajukan upaya Penegakan | Manajemen perkara yang
mengajukan upaya hukum kasasi dan Peradilan mengajukan upaya
hukum kasasi Pelayanan Agama hukum kasasi
Hukum - Meningkatnya
kepercayaan masyarakat
terhadap proses
- Jumlah pelaksanaan
Bimtek Tenaga Teknis
- Jumlah aparatur
pengadilan yang
kompeten di bidang
-Optimalisasi Aplikasi
SIPP
Index persepsi 100% . | Index persepsi stakeholder 90% | 93% | 93% | 94% | 95% |1.Program |1.Peningkatan | -Nilai Indeks survey Kepaniteraan
stakeholder yang yang puas terhadap layanan Penegakan | Manajemen persepsi layanan dan
puas terhadap peradilan dan Peradilan meningkat Kesekretariatan
layanan peradilan Pelayanan Agama - Jumlah laporan tindak
Hukum lanjut hasil survey
2. Program 1. Pembinaan - Jumlah pengaduan yang
Dukungan Administrasi ditindaklanjuti

Manajemen

dan




Tujuan

Sasaran Target Strategis
Target
No . . .| Jangka o
Uraian Indikator Kinerja Menengah Uraian Indikator Kinerja 2020 | 2021 | 2022 2023 | 2024| Program Kegiatan Indikator Kegiatan g:?:l?;;?lj
Pengelolaan - Terselenggaranya
Keuangan bimbingan kompetensi
Badan Urusan | tenaga teknis peradilan
Administrasi agama
2. Pengadaan - Jumlah pengadaan
Sarana dan sarana dan prasarana
Prasarana di - Terselenggaranya
Lingkungan pembinaan dan
Mahkamah pengawasan administrasi
Agung dan teknis yustisial serta
pemantauan layanan
peradilan
2 |Peningkatan Persentase salinan 100% Peningkatan a. | Persentase salinan putusan 100% | 100% | 100%| 100% | 100% | Program Peningkatan - Jumlah putusan perkara| Kepaniteraan
efektivitas putusan yang Efektifitas yang dikirim ke Pengadilan Penegakan |Manajemen yang diminutasi sesuai
pengelolaan dikirim ke pengelolaan Pengaju tepat waktu dan Peradilan dengan SOP penanganan
penyelesaian perkara [ Pengadilan Pengaju penyelesaian Pelayanan Agama perkara
tepat waktu perkara Hukum
- Jumlah putusan perkara
yang dipublikasikan
-Optimalisasi Aplikasi
SIPP
3 |Terwujudnya Persentase hasil 100% |1) Peningkatan a. | Persentase hasil pembinaan | 100%| 100%| 100%| 100%| 100%]| 1. Program | Peningkatan - Jumlah laporan hasil Kepaniteraan
manajemen pembinaan dan manajemen dan pengawasan yang Penegakan |Manajemen pengawasan dan
Peradilan Agama p.er.lgawasar.l yfang Peradilan Agama ditindaklanjuti dan Peradilan - Berkurangnya jumlah Kesekretariatan
yang bermutu ditindaklanjuti yang bermutu Pelayanan Agama temuan pengawasan yang
Hukum sama
2.Program |Pembinaan - Jumlah laporan temuan
Dukungan Administrasi pengawasan yang
Manajemen |dan ditindaklanjuti
pengelolaan
Persentase 100% b. | Persentase Pengaduan yang | 100%| 100%| 100%| 100%]| 100%| Program Peningkatan - Jumlah pengaduan yang| Kepaniteraan
pengaduan yang ditindak lanjuti Penegakan | Manajemen ditindaklanjuti
ditindaklanjuti dan Peradilan
Pelayanan Agama

Hukum




Bogor, 3 Februari 2020 - 7 Februari 2020
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MATERI! PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

MATERI JAMLAT

N w s W

Gambaran Umum SAKIP 2

|Perencanaan Strategls e B

| Perencanaan Kinerja Tahunan e 10

| Pelaporan Kinerja e 10

Diskusi Rencana TlndakPerbaikanSAKlP | 10

JUMLAH 50

Bogor, 7 Februari 2020
Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pefi§idikan dan Pelatihan
Sistem Pengendgllaif Intern Pemerintah, #/

-

Dadang Rizal Iskandar, S.E., M.E., CRMP.
NIP 19670330 198803 1 001
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PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN

SERTIFIKAT

Nomor: SERT-0640/DL/4/2021
Diberikan Kepada:

Argita Budi Mawarni, S.H.

NIP : 19870704 201212 2 001

Pangkat, Golongan : Penata Muda Tingkat I, I11/b

Jabatan . Pelaksana

Unit Organisasi . Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

50 Jam Pelatihan
Ciawi, 15 Maret 2021 - 19 Maret 2021

Kepala Pusat,

Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., M.B.A., CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA, CFE,
CGCAENIP 19661124 198703 1 001

@EE e SR 1SO 37001:2016 IS0 9001:2015 GIACorpu
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MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No Materi Jam Pelatihan

1. Reformasi Birokrasi dan Overview SAKIP 10

2. Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 10

3. Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 10

4. Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 10

5. Studi Komprehensif 10
Jumlah 50

Ciawi, 19 Maret 2021
Koordinator

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SPIP,

Harry Bowo, Ak., M.E.
NIP 19750218 199502 1 001
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PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN

SERTIFIKAT

Nomor: SERT-4023/DL/4/2021
Diberikan Kepada:

Nur Sa'adah Muhammad, S.H.I.

NIP : 19870508 200604 2 002

Pangkat, Golongan : Penata, Ill/c

Jabatan : Analis Perencanaan, Evaluasi dan PelaporanUnit
Organisasi : Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

50 Jam Pelatihan
Ciawi, 5Juli 2021 - 9 Juli 2021
Kepala Pusat,

Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., M.B.A., CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA, CFE,
CGCAENIP 19661124 198703 1 001

1SO 37001:2016 IS0 9001:2015 GIACorpu
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MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No Materi Jam Pelatihan

1. Gambaran Umum SAKIP di Lingkungan Mahkamah Agung 3

2. Reformasi Birokrasi dan Overview SAKIP 7

3. Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 10

4. Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 10

5. Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 10

6. Studi Komprehensif 10
Jumlah 50

Bogor, 9 Juli 2021
Koordinator

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SPIP,

Harry Bowo, Ak., M.E.
NIP 19750218 199502 1 001




75>

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN

SERTIFIKAT

Nomor: SERT-5226/DL/4/2021
Diberikan Kepada:

Isnayati, A.Md.
NIP : 19781019 201101 2 005
Pangkat, Golongan : Penata Muda, I11/a
Jabatan : Analis Kepegawaian Pelaksana LanjutanUnit
Organisasi . Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

50 Jam Pelatihan
Ciawi, 2 Agustus 2021 - 6 Agustus 2021
Kepala Pusat,

Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., M.B.A., CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA, CFE,
CGCAENIP 19661124 198703 1 001
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MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No Materi Jam Pelatihan

1. Gambaran Umum SAKIP di Lingkungan Mahkamah Agung 3

2. Reformasi Birokrasi dan Overview SAKIP 7

3. Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 10

4. Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 10

5. Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 10

6. Studi Komprehensif 10
Jumlah 50

Bogor, 6 Agustus 2021
Koordinator

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SPIP,

Harry Bowo, Ak., M.E.
NIP 19750218 199502 1 001




75>

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN

SERTIFIKAT

Nomor: SERT-0660/DL/4/2021
Diberikan Kepada:

Rachmad Firman Kristanto, S.Mn.

NIP : 19921230 201903 1 007

Pangkat, Golongan : Penata Muda, I11/a

Jabatan . Pelaksana

Unit Organisasi . Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

50 Jam Pelatihan
Ciawi, 15 Maret 2021 - 19 Maret 2021

Kepala Pusat,

Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., M.B.A., CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA, CFE,
CGCAENIP 19661124 198703 1 001

’;‘3 Dokixaenial Tnal Dindutdngen 1SO 37001:2016 ISO 9001:2015 GIACorpu

/ el 2 Siat \anaiemen A env * : overnment Internal Audit
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MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No Materi Jam Pelatihan

1. Reformasi Birokrasi dan Overview SAKIP 10

2. Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 10

3. Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 10

4. Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 10

5. Studi Komprehensif 10
Jumlah 50

Ciawi, 19 Maret 2021
Koordinator

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SPIP,

Harry Bowo, Ak., M.E.
NIP 19750218 199502 1 001
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PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN

SERTIFIKAT

Nomor: SERT-4524/DL/4/2021
Diberikan Kepada:

Dhita Novia Widaningsih, S.Psi.

NIP : 19911103 201903 2 010

Pangkat, Golongan : Penata Muda, I11/a

Jabatan . Analis Sumber Daya Manusia AparaturUnit
Organisasi : Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

50 Jam Pelatihan
Ciawi, 12 Juli 2021 - 16 Juli 2021
Kepala Pusat,

Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., M.B.A., CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA, CFE,
CGCAENIP 19661124 198703 1 001

o Thiks Diarcatngmn 1SO 37001:2016 ISO 9001:2015 GIACorpu
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MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No Materi Jam Pelatihan

1. Gambaran Umum SAKIP di Lingkungan Mahkamah Agung 3

2. Reformasi Birokrasi dan Overview SAKIP 7

3. Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 10

4. Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 10

5. Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 10

6. Studi Komprehensif 10
Jumlah 50

Bogor, 16 Juli 2021
Koordinator

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SPIP,

Harry Bowo, Ak., M.E.
NIP 19750218 199502 1 001




MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT

Nomor: 23/ Bld.4/ MA-RI/ SAKIP/ XI/ 2017
Diberikan Kepada

Nama : DIMAS HIRAWAN, S.H.

NIP/NRP :198712162006041001

Pangkat / Gol. : Penata Muda - III/a

Jabatan : Staf Subbag Rencana Program dan Anggaran
Instansi : Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Telah mengikuti :
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DARI 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN ANGKATAN II
Yang Diselenggarakan Pada Tanggal 30 Oktober s.d 3 November 2017
Di Surabaya

Bogor, 3 November 2017
=N Kepala
jtian dan Pengembangan dan




Materi Pendidikan dan Pelatihan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2017

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG SAKIP
MENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA
PENGUKURAN KINERJA

LAPORAN KINERJA

EVALUASI KINERJA

CAPAIAN KINERJA

PRAKTEK MENYUSUN LAKIP

Kepala
'men dan Kepemimpinan

R... 29 198703 2 002




